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RINGKASAN

Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember; Mayarizqi Nurlaili; 152110101168;
2019; 140 halaman; Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Studi
IImu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah suatu sistem yang memiliki
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis
yang sehat dan dapat diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD)/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Puskesmas merupakan salah satu UPTD yang dapat menerapkan BLUD.
Perubahan status puskesmas menjadi BLUD dapat memberikan beberapa manfaat
terutama pada fleksibilitas dalam pengelolaan kuangan yang dimiliki sehingga
puskesmas tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah, akan tetapi untuk dapat
menerapkan kebijakan BLUD tersebut puskesmas harus memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan baik persyaratan substantif, teknis, maupun administratif.
Penerapan BLUD puskesmas di Kabupaten Jember telah direncanakan sejak tahun
2018, dari 34 puskesmas yang telah dinyatakan lengkap secara dokumen
administratif apabila ditinjau berdasarkan status akreditasi tertinggi puskesmas di
Kabupaten Jember yaitu status akreditasi utama penelitian ini dilaksanakan di
Puskesmas Klatakan dan Patrang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti bertujuan
untuk menggambarkan kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang menuju Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di Puskesmas
Klatakan dan Patrang Kabupaten Jember. Responden dalam penelitian ini adalah
4 petugas persiapan BLUD Puskesmas Klatakan, 4 petugas persiapan BLUD
Puskesmas Patrang, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini meliputi faktor
komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi), sumberdaya (staf, informasi,

wewenang, dan fasilitas), kecenderungan (pengangkatan birokrat dan insentif),
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struktur birokrasi (SOP), serta persyaratan BLUD (substantif, teknis, dan
administratif). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analisis univariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kesiapan komunikasi telah
terdapat transmisi dengan telah diselenggarakannya sosialisasi dan pelatihan
terkait BLUD puskesmas kepada seluruh petugas, kejelasan petunjuk pelaksana
berada pada kategori sedang di Puskesmas Klatakan (75%) dan Puskesmas
Patrang (100%), konsistensi petunjuk pelaksana telah konsisten. Pada kesiapan
sumber daya belum tersedia staf yang mencukupi baik tenaga kesehatan maupun
non kesehatan terutama pada tenaga akuntan, telah tersedia informasi yang
mencukupi akan tetapi belum tersedia kebijakan Pemda Kabupaten Jember terkait
BLUD puskesmas, pelaksanaan wewenang oleh kepala puskesmas, bendahara,
dan petugas teknis belum optimal, serta telah tersedia sarana prasarana yang
mendukung dalam penerapan BLUD. Responden telah memiliki kecenderungan
berupa sikap dan komitmen baik, akan tetapi belum tersedia insentif pada
persiapan BLUD. Pada struktur birokrasi belum tersedia SOP dalam persiapan
BLUD puskesmas. Puskesmas Klatakan dan Patrang telah siap secara substantif
dan administratif akan tetapi belum siap secara teknis dikarenakan masih terdapat
beberapa indikator yang belum terpenuhi berdasarkan Permendagri Nomor 79
Tahun 2018 terutama pada diversifikasi unit pelayanan dan peningkatan kepuasan
pasien.

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember perlu untuk menyusun regulasi terkait penerapan BLUD
puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember perlu untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terkait hasil pelatihan persiapan penerapan BLUD dan
menyusun SOP terkait penerapan BLUD puskesmas. Puskesmas Klatakan dan
Patrang perlu untuk melakukan evaluasi kepuasan pasien secara berkala dan
menambah unit pelayanan kesehatan yang diberikan dengan spesifikasi pada
bidang kesehatan tertentu seperti pelayanan konsultasi kesehatan dengan dokter-
dokter spesialis, puskesmas traumatik senter, puskesmas rujukan PONED,

puskesmas santun lansia, dan puskesmas online .
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SUMMARY

The Readiness of Klatakan and Patrang Community Health Center to the
Regional Public Service Agency in Jember; Mayarizqgi Nurlaili; 152110101168;
2019; 140 Pages; Health Administration and Policy Section of Public Health
Study Program, Faculty of Public Health, University of Jember.

Regional Public Service Agency is a system which has flexibility in the
financial management pattern by applying a healthy business practice and can be
implemented by the Regional Technical Implementation Unit/ regional agency in
providing services to the community. Community Health Center is one of UPTD
which implements BLUD. The status change of the community health center into
BLUD gave several benefits especially on the flexibility in the financial
management owned so that the community health center did not rely on the local
government any longer, however to be able to apply BLUD policy, the
community health center must fulfill the pre-determined requirements covering
substantive, technical and administrative requirements. Implementation of BLUD
in the community health center of Jember has been planned since 2018, out of 34
community health centers which had been declared complete in administrative
documents based on the highest accreditation status by community health center
of Jember were main accreditation status, so that this research was done in
Klatakan and Patrang Community Health Centers. Based on the explanations
above, the researcher aimed at describing the readiness of Klatakan and Patrang
Community Health Centers to the Regional Public Service Agency in Jember.

This research was a descriptive research which was conducted at Klatakan
and Patrang Community Health Centers of Jember. Participants of this research
were 4 preparatory staffs of BLUD of Klatakan Community Health Center, 4
preparatory staffs of BLUD of Patrang Community Health Center and Health
Resource Division of Jember Health Office. Data collection techniques used were
interview, observation and documentation. The variables of this research
including communication factors (transmission, clarity and consistency),

resources (staff, information, authority and facility), tendencies (appointments of
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bureaucrat and incentive), bureaucratic structure (SOP) and the fulfillment of
substantive, technical and administrative requirements of BLUD. Data analysis
technique used in this research was univariate analysis.

The results showed that in the communication readiness, there was
transmission through socialization and training related to the BLUD of
community health centers to all of the officers, the clarity of implementation
guidelines belonged to moderate category at Klatakan Community Health Center
(75%) and Patrang Community Health Center (100%), the consistency of
implementing guidance was consistence. In the resources readiness, there was not
enough staffs available both health workers and non-health workers especially
accountants, the information was available but the government policy of Jember
dealing with BLUD of community health center not available yet, the
implementations of authority by the head of community health center, treasurer,
and technical officer were not optimal, as well as the infrastructures were
available. The respondents had a tendency to have good attitude and commitment,
but there was no incentive in the preparation of BLUD. In the bureaucratic
structures, SOP BLUD was not available. Klatakan and Patrang Community
Health Centers were ready substantively and administratively but not technically
yet because there were some indicators that had not been fulfilled according to
Permendagri Number 79 of 2018, especially on the diversifying of the service unit
and increase of the patient satisfaction.

Suggestions that can be given in this research are the Local Government of
Jember Regency needs to arrange the regulation related to the BLUD policy in
the community health centers. The Health Office of Jember requires to do
monitoring and evaluation on the training results of BLUD and arrange SOP
related to the implementation of BLUD. Klatakan and Patrang community health
centers need to do evaluation on the patient satisfaction continuously and add the
health service units provided with a specification in certain health fields such as
health consultation with a spesialist, traumatic community health center, referral
PONED community health center, community health center for elderly people,

and online community health center.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik
merupakan seluruh bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik
dalam bentuk barang, jasa, maupun administrasi yang menjadi tanggung jawab
intansi  pemerintah. Seiring dengan peningkatan kebutuhan dan tuntutan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah juga terus melakukan
upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Salah satu langkah
yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan perubahan terhadap pola
pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas,
transparansi, dan akuntabilitas (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2017).

Perubahan terhadap pola pengelolaan keuangan negara dibuktikan dengan
diterbitkanya tiga paket peraturan yang meliputi UU No. 17 Tahun 2003 tentang
keuangan negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Ketiga peraturan tersebut kemudian menjadi dasar
dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Badan Layanan
Umum (BLU) yang mengatur mengenai fleksibilitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintah yang
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Selanjutnya pada tingkat
pemerintah daerah, BLU kemudian disebut sebagai Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) yang pelaksanaanya didukung dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) (Lukman, 2012:18).

BLUD adalah suatu sistem yang memiliki fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat dan dapat
diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat (Permendagri Nomor 79, 2018).

Penerapan BLUD oleh suatu UPTD/badan daerah diharapkan dapat meningkatkan
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kualitas pelayanan yang diberikan melalui profesionalisme kerja, transparansi, dan
akuntabilitas keuangan (Kemendagri, 2013). Lukman (2012:23) menjelaskan
bahwa dengan berubahnya status menjadi BLUD dapat memberikan beberapa
keuntungan bagi UPTD/ badan daerah diantaranya yaitu dapat terhindar dari
penerapan asas universalitas APBD pada umumnya, sehingga unit kerja dapat
lebih fleksibel dalam melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dan juga
dapat memberikan keleluasaan dalam pengelolaan SDM berupa perekrutan tenaga
non PNS serta pengelolaan dan pengadaan barang/aset.

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 suatu UPTD/ badan
daerah dapat menerapkan BLUD apabila meyelenggarakan pelayanan umum baik
sebagai penyediaan barang maupun jasa layanan umum kepada masyarakat
terutama untuk penyedia pelayanan kesehatan. Beberapa unit kerja di bidang
kesehatan yang dapat menerapkan BLUD yaitu puskesmas, rumah sakit, dan
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Pada era Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang yang dimulai
dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai penyedia pelayanan
kesehatan dasar (BPJS, 2015). Puskesmas merupakan salah satu bentuk Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
dasar dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Permenkes Rl Nomor 75, 2014).

Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar yang pertama kali
didapatkan oleh pasien harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan
sesuai dengan standar kompetensi serta standar pelayanan (BPJS, 2014:6). Hal ini
tentu perlu didukung dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Berdasarkan
Kepmenkes Nomor 128 Tahun 2004 sumber pembiayaan pada puskesmas berasal
dari pemerintah dan retribusi pelayanan. Pada era JKN retribusi pelayanan
tersebut berasal dari dana kapitasi yang merupakan sumber pembiayaan utama
puskesmas dalam melakukan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) (Permenkes
Nomor 21, 2016). Sementara itu, untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) selama ini puskesmas hampir sepenuhnya bergantung pada dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) yang disalurkan melalui DAK non-fisik yaitu
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bagian dari APBD vyang realisasinya bergantung pada mekanisme anggaran
daerah (Permenkes Nomor 3, 2019).

Permasalahan yang selama ini dihadapi oleh puskesmas adalah sering
terjadinya keterlambatan realisasi dana BOK (DAK non-fisik) dan dana kapitasi.
Besaran dana kapitasi yang digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan adalah sebesar 60% dan 40% digunakan untuk dukungan biaya
operasional pelayanan perorangan (obat, bahan medis, promotif dan preventif),
akan tetapi puskesmas tidak dapat secara langsung menggunakan dana
operasional tersebut dikarenakan dana tersebut merupakan retribusi yang harus
disetor ke kas daerah. Adapun dana DAK non-fisik jumlahnya relatif kecil dan
rata-rata baru terealisir pada bulan Mei-Juni. Selain itu, puskesmas juga
mendapatkan pembiayaan dari BPJS berdasarkan klaim (pelayanan obat program
rujuk balik, pemeriksaan penunjang program rujuk balik, pelayanan darah,
persalinan/ maternal dan neonatal non kapitasi, dan lain-lain), akan tetapi
puskesmas enggan untuk menggunakan kesempatan ini dikarenakan proses atau
mekanisme keuangan di daerah yang menyulitkan, termasuk beban pelaporan
yang cukup banyak (Bappenas, 2018:34).

Ketidakcukupan biaya operasional dan tata kelola keuangan pemerintah
daerah yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan operasional puskesmas
menimbulkan hambatan bagi puskesmas dalam pengelolaan keuangan yang
dimiliki. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah memperlakukan DAK non-
fisik dan dana kapitasi sebagai bagian dari APBD, sehingga dana tersebut baru
dapat digunakan setelah ada ketetapan RAB yang telah disetujui oleh DPRD.
Keadaan ini tentu tidak sesuai dengan sifat operating cost pelayanan kesehatan
yang tidak bisa ditunda menunggu realisasi anggaran, dalam artian bahwa
seseorang tidak bisa menunda sakitnya hingga anggaran turun (Bappenas,
2018:65). Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN pemerintah
mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/8130/SJ yang
menjelaskan bahwa untuk mengefektifkan tata kelola keuangan dana pelayanan
JKN diharapkan seluruh Rumah Sakit dan puskesmas segera dapat melakukan

percepatan perubahan menjadi BLUD.
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Perubahan status puskesmas menjadi BLUD dapat memberikan beberapa
manfaat diantaranya yaitu puskesmas dapat secara langsung memanfaatkan 40%
dana operasional dari kapitasi untuk belanja kebutuhan operasional atau untuk
mengontrak tenaga sesuai kebutuhan, dapat menjamin ketersediaan sarana
prasarana, dapat mendorong efisiensi dan efektivitas belanja, serta dapat
meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan puskesmas (Rawung, 2016:17).
Selain itu, menurut Muninjaya (2013), puskesmas juga dapat merencanakan
kebutuhan seperti program kesehatan, peralatan medis, obat-obatan serta dapat
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya kekosongan persediaan obat dan
alat kesehatan serta dapat mempercepat kesembuhan pasien dan menimbulkan
kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, penerapan
BLUD pada puskesmas merupakan hal yang seharusnya dilakukan agar
puskesmas dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship,
transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanananya (Triprasetya et
al., 2014:125).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2014) dapat
diketahui bahwa di Indonesia terdapat 206 puskesmas yang sudah berstatus
BLUD. Adapun dari 137 puskesmas yang terdapat di daerah bekas wilayah
pembantu Gubernur Jember, hanya 17 puskesmas yang telah berstatus BLUD dan
semuanya terdapat di Kabupaten Situbondo (Perbup Situbondo Nomor 55, 2015).
Perubahan puskesmas untuk menjadi BLUD tersebut dapat dilakukan apabila
puskesmas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan baik persyaratan
substantif, teknis, maupun administratif (Permendagri Nomor 79, 2018).
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ, penilaian
suatu unit kerja yang akan menerapkan BLUD lebih menekankan pada aspek
persyaratan administratif, namun juga harus tetap memenuhi persyaratan
substantif, dan persyaratan teknis.

Puskesmas yang telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut tentu dapat
merubah statusnya menjadi BLUD, namun pada faktanya masih banyak kendala

dalam pemenuhan persyaratan BLUD. Berdasarkan penelitiaan Widaningtyas
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(2018:26), didapatkan hasil bahwa puskesmas di Kabupaten Semarang dikatakan
belum sepenuhnya siap dalam penerapan BLUD puskesmas terutama dalam
pemenuhan persyaratan administratif. Sementara itu, penelitian oleh Sunuwata
(2014) didapatkan hasil bahwa puskesmas di Kabupaten Kulon Progo belum
sepenuhnya siap dengan penerapan BLUD, khususnya dalam pemenuhan
persyaratan teknis.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember telah merencanakan penerapan BLUD pada puskesmas sejak
tahun 2018. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memberikan kesempatan kepada
seluruh puskesmas untuk mengusulkan penerapan BLUD pada masing-masing
unit kerja. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga telah mengadakan
pelatihan mengenai penyusunan dokumen persyaratan administratif BLUD bagi
seluruh Puskesmas. Apabila ditinjau berdasarkan pemenuhan terhadap dokumen
persyaratan administrasi, dapat diketahui bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten
Jember telah melakukan penyusunan terkait dokumen administratif BLUD. Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember menyatakan bahwa sebesar 68% puskesmas yaitu
sebanyak 34 puskesmas dinyatakan telah lengkap secara dokumen dan sebesar
32% puskesmas yaitu sebanyak 16 puskesmas dinyatakan belum lengkap, akan
tetapi hingga saat ini belum ada puskesmas yang menerapkan BLUD pada unit
kerja masing-masing.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti bertujuan untuk mengkaji
kesiapan puskesmas dalam penerapan BLUD. Adapun untuk tempat penelitian,
peneliti memilih berdasarkan status akreditasi yang dimiliki oleh puskesmas.
Akreditasi dan BLUD memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akreditasi dan BLUD merupakan strategi
yang dapat diterapkan oleh puskesmas untuk menjadi lebih profesional dan
akuntabel. Puskesmas untuk menjadi BLUD harus menyusun beberapa dokumen
seperti Renstra, Pola Tata Kelola, SPM, dan laporan keuangan pokok yang
sebenarnya merupakan kerangka Plan Do Check Action pada sistem manajemen.
Puskesmas yang telah terakreditasi akan lebih mudah dalam penerapan BLUD
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karena beberapa dokumen yang nantinya akan disusun menjadi dokumen pra
BLUD telah tersedia (Syncore, 2016).

Status akreditasi yang didapatkan oleh puskesmas merupakan hasil
penilaian dari pihak eksternal bahwa puskesmas telah konsisten dalam melakukan
peningkatan mutu pelayanan baik pada sistem manajemen maupun pada sistem
pelayanan dan program. Semakin tinggi hasil penilaian yang didapat oleh
puskesmas maka semakin baik pula status akreditasi dan kinerjanya (Kemenkes
RI, 2014:2). Kinerja puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pemenuhan peryaratan teknis
BLUD (Permendagri No.79, 2018).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2019 mengenai
status akreditasi puskesmas, dapat diketahui bahwa keseluruhan puskesmas di
Kabupaten Jember telah terakreditasi dengan status akreditasi tertinggi yang
didapatkan oleh puskesmas yaitu status akreditasi utama. Adapun dari
keseluruhan Puskesmas di Kabupaten Jember hanya 8 Puskesmas yang memiliki
status akreditasi utama yang meliputi Puskesmas Gumukmas, Lojejer, Ajung,
Klatakan, Sukowono, Kaliwates, Patrang, dan Banjarsengon. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, terdapat tiga puskesmas yang memiliki status akreditasi
utama dan telah menyusun dokumen persyaratan administrasi BLUD secara
lengkap yaitu Puskesmas Klatakan, Kaliwates, dan Patrang. Saat ini Puskesmas
Kaliwates tidak dapat menjadi tempat penelitian dikarenakan pihak puskesmas
sedang melaksanakan proses re-akreditasi dan harus berfokus pada proses
tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan di Puskesmas Klatakan dan Puskesmas
Patrang.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka dirasa perlu untuk
mengkaji terkait kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang menuju Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember. Penelitian ini
menggunakan Model George C. Edward 11l untuk menggambarkan faktor-faktor
yang mempengaruhi proses persiapan penerapan BLUD. George C. Edward Il
(dalam Winarno, 2012:177) menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang

merupakan prakondisi yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan penerapan
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suatu kebijakan. Empat faktor tersebut adalah komunikasi, ketersediaan sumber
daya, kecenderungan petugas pelaksana, dan struktur birokrasi, akan tetapi
keempat faktor tersebut juga merupakan suatu hambatan apabila unsur-unsur yang
terdapat pada masing-masing faktor tersebut tidak bekerja secara sinergi atau
tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengkaji kesiapan
puskesmas menuju status BLUD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat diperoleh rumusan
masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah kesiapan Puskesmas Klatakan dan
Puskesmas Patrang menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten

Jember ?”

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Menggambarkan kesiapan Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang

menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

a.  Menggambarkan komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan, dan
konsistensi petunjuk pelaksanaan pada persiapan penerapan BLUD di
Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang Kabupaten Jember.

b.  Menggambarkan kesiapan sumber daya yang meliputi staf ahli, informasi,
wewenang, serta fasilitas pada Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang
Kabupaten Jember.

c.  Menggambarkan kecenderungan-kecenderungan yang meliputi
pengangkatan birokrat dan insentif bagi petugas yang terlibat dalam
persiapan penerapan BLUD di Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang
Kabupaten Jember.
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d.  Menggambarkan struktur birokrasi yang meliputi ketersediaan SOP BLUD
pada Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang Kabupaten Jember.

e.  Menggambarkan kesiapan persyaratan BLUD yang meliputi persyaratan
substantif, administratif, dan teknis pada Puskesmas Klatakan dan

Puskesmas Patrang Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam
pengembangan khasanah ilmu kesehatan masyarakat khususnya ilmu administrasi
dan kebijakan kesehatan terkait kesiapan puskesmas menuju BLUD.

1.4.2 Manfaat Praktis

a.  Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti  dalam
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Fakultas Kesehatan Masyarakat.

b.  Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas
Kesehatan Kabupaten (DKK) terkait persiapan puskesmas menuju BLUD di
Kabupaten Jember.

c.  Bagi Puskesmas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau
sebagai salah satu langkah untuk persiapan puskesmas menuju BLUD di
Kabupaten Jember.

d.  Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan di
bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan serta dapat menambah
informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai kesiapan puskesmas menuju
BLUD.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2.1.1 Definisi BLUD

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat baik berupa barang maupun jasa yang dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas serta tidak mengutamakan mencari
keuntungan (Permendagri Nomor 61, 2007). Kemudian, pada tingkat daerah BLU
selanjutnya disebut dengan BLUD. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
adalah sistem yang memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan
yang dapat diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/ badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah secara umum. Fleksibilitas dalam hal
ini yaitu keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik
bisnis yang sehat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa (Permendagri Nomor 79, 2018).

2.1.2 Tujuan BLUD

BLUD memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan umum secara lebih
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab yang didasarkan
pada asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat, guna membantu pemerintah daerah
dalam mencapai tujuan yang pengelolaannya didasarkan pada kewenangan yang

didelegasikan oleh kepala daerah (Permendagri Nomor 79, 2018).

2.1.3 Persyaratan BLUD
Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, terdapat tiga persyaratan
yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/ badan daerah

dalam menerapkan BLUD.
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Adapun ketiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh UPTD/ badan daerah
dalam menerapkan BLUD adalah sebagai berikut:
a. Persyaratan substantif

UPTD atau badan daerah dapat dikatakan memenuhi persyaratan substantif

apabila memiliki tugas dan fungsi yang bersifat operasional dalam

menyelenggarakan pelayanan umum berupa semi barang atau jasa publik.

Adapun pelayanan umum yang dimaksud meliputi:

1) Penyediaan barang maupun jasa layanan umum terutama untuk pelayanan
kesehatan, tidak termasuk penyedia jasa layanan umum yang berkaitan
dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu, dan perizinan;

2) Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu yang bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;

3) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi maupun
pelayanan kepada masyarakat.

b. Persyaratan teknis

Persyaratan teknis dapat terpenuhi apabila kinerja UPTD atau badan daerah

dalam memberikan pelayanan lebih layak (efektif, efisien, dan produktif) untuk

dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi
kepala SKPD serta memiliki potensi untuk meningkatkan pelayanan dan
kinerja keuangan yang ditinjau berdasarkan rencana pengembangan

(peningkatan jumlah konsumen, kepuasan konsumen dan diversivikasi unit

layanan) serta rencana peningkatan pendapatan beberapa tahun kedepan.

c. Persyaratan administratif

UPTD atau badan daerah dapat dikatakan memenuhi persyaratan administratif

apabila telah menyusun dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

1) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan Kkinerja yang
ditandatangani oleh kepala UPTD atau badan daerah dan diketahui oleh
kepala SKPD.
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Pola tata kelola

Pola tata kelola adalah tata kelola pada UPTD atau badan daerah yang

memuat :

a) Kelembagaan, yaitu berisi tentang posisi jabatan, pembagian tugas,
fungsi, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dan wewenang;

b) Prosedur Kkerja, yaitu berisi tentang hubungan dan mekanisme kerja
antara posisi jabatan dan fungsi;

c) Pengelompokan fungsi, yaitu berisi tentang pembagian fungsi
pelayanan dan fungsi pendukung;

d) Pengelolaan sumber daya manusia, yaitu berisi tentang kebijakan yang
mengatur pengelolaan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Rencana strategis bisnis
Rencana strategis bisnis adalah perencanaan lima tahun yang disusun untuk
menjelaskan strategi dalam pengelolaan BLUD disesuaikan dengan alokasi
sumber daya dan kinerja. Penyusunan Renstra didasarkan pada ketentuan
perundangan kepala daerah. Rencana strategis bisnis berisi tentang rencana
pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan
kegiatan, serta rencana keuangan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berisi tentang batasan jenis dan mutu

layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPTD atau badan daerah yang akan

menerapkan BLUD dan disesuaikan dengan peraturan kepala daerah untuk
menjamin ketersedian, keterjangkauan, pemerataan, kemudahan, dan
kualitas layanan umum yang diberikan.

Laporan keuangan atau proyeksi laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem akutansi yang diterapkan

oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan

catatan atas laporan keuangan.
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6) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah
Laporan audit terakhir adalah hasil audit dari laporan keuangan tahun
terakhir yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal pemerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebelum UPTD atau badan daerah
menerapkan BLUD, akan tetapi jika belum tersedia maka UPTD/ badan
daerah harus membuat surat pernyatan bersedia untuk diaudit oleh

pemeriksa eksternal pemerintah.

2.1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) BLUD
Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Sumber Daya Manusia
(SDM) BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD dengan uraian
sebagai berikut:
a. Pejabat pengelola
Pejabat pengelola adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap
pelaksanaan fleksibilitas keuangan dan kinerja operasional secara umum
dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, Pengangkatan dan
pemberhentian pejabat pengelola dilakukan oleh kepala daerah. Pejabat
pengelola BLUD terdiri dari:
1) Pemimpin
Pemimpin BLUD adalah pejabat yang memiliki kuasa dalam penggunaan
anggaran atau penggunaan barang. Pemimpin BLUD juga merupakan
penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD. Pemimpin
BLUD memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
a) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,
dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
b) Menetapkan kebijakan teknis BLUD dan kewajiban lainnya sesuai
dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
¢) Menyusun rencana strategis bisnis BLUD;

d) Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
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Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis
kepada kepala daerah sesuai ketentuan;

Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat
yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
Mengkoordinasikan kinerja pejabat keuangan dan pejabat teknis,
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta
keuangan BLUD kepada kepala daerah, serta mengendalikan tugas

pengawas internal.

Pejabat keuangan

Pejabat keuangan adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap

keuangan BLUD vyang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Adapun tugas dan

kewajiban yang dimiliki oleh pejabat keuangan BLUD adalah sebagai

berikut:

a) Merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan;

b) Mengkoordinasikan penyusunan RBA;

c) Menyiapkan DPA;

d) Melakukan pengelolaan mengenai pendapatan dan biaya;

e) Menyelenggarakan pengelolaan kas;

f) Melakukan pengelolaan investasi, utang, dan piutang;

g) Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang terdapat
dibawah penguasaannya;

h) Menyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

i) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.

Pejabat teknis

Pejabat teknis adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab pada kegiatan

teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing, tanggungjawab

tersebut berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas SDM, dan peningkatan sumber daya lainnya.
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Adapun tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pejabat teknis adalah
sebagai berikut:

a)  Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pada
bidang masing-masing;

b)  Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA,

c¢) Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
pada bidang masing-masing.

Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis memiliki sebutan sesuai
dengan ketetapan pada UPTD atau badan daerah yang menerapkan BLUD.
Pengangkatan jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD didasarkan pada
kompetensi (pengetahuan, keterampilan, keahlian, kepemimpinan, integritas,
pengalaman, dedikasi, dan sikap) dalam melaksanakan tugasnya dan kebutuhan
praktek bisnis yang sehat (kepentingan BLUD dalam meningkatkan kinerja baik
keuangan maupun non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik).

2.1.5 Proses Penerapan BLUD
Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, suatu UPTD atau badan

daerah dalam menerapkan BLUD membutuhkan proses penetapan yang cukup

kompleks. Adapun proses dalam penerapan BLUD pada UPTD atau badan daerah
adalah sebagai berikut:

a.  Pemenuhan persyaratan untuk penerapan BLUD oleh UPTD atau badan
daerah yang meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administratif;

b.  Kepala UPTD atau badan daerah mengajukan permohonan untuk penerapan
BLUD kepada sekertaris daerah dengan melampirkan dokumen peryaratan
administratif;

c.  Sekertaris daerah meneruskan permohonan untuk penerapan BLUD kepada
kepala daerah;

d. Kepala daerah membentuk tim penilai guna melakukan penilaian terhadap

permohonan untuk penerapan BLUD paling lama selama tiga bulan, dan
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dalam melakukan tugasnya tim penilai dapat berkoordinasi dengan direktur
jenderal bina keuangan daerah;

Tim penilai memberikan hasil penilaian kepada kepala daerah sebagai
pertimbangan untuk menetapkan atau menolak penerapan BLUD;

Kepala daerah memutuskan untuk menetapkan atau menolak penerapan
BLUD berdasarkan hasil penilaian, apabila kepala daerah memutuskan
untuk menetapkan maka kepala daerah akan menyampaikan keputusannya
kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR) paling lama selama satu bulan

sejak tanggal ditetapkan.

2.1.6 Penilaian dan Penetapan BLUD

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai pengganti Permendagri

Nomor 61 Tahun 2007, maka Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat

Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor

981/1010/SJ tentang modul penilaian dan penetapan Badan Layanan Umum

Daerah dengan uraian sebagai berikut :

a.

Tujuan

Tujuan dibentuknya modul penilaian usulan penerapan BLUD ini adalah

sebagai berikut:

1) Tersedianya pedoman yang dapat digunakan oleh tim penilai dalam
melakukan penilaian atas usulan penerapan BLUD;

2) Tersusunnya instrumen penilaian bagi tim penilai sesuai dengan
karakteristik dan potensi daerah;

3) Terjaganya obyektifitas, transparansi, dan kualitas penilaian.

Tim Penilai

Sebelum melakukan proses penilaian terhadap dokumen usulan penerapan

BLUD, kepala daerah harus membentuk tim penilai yang bertugas untuk

melakukan penilaian yang ditetapkan melalaui keputusan kepala daerah.
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Tim penilai paling sedikit beranggotakan sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Sekertaris daerah sebagai ketua;

PPKD sebagai sekertaris;

Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota;

Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai

anggota;

Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai

anggota; dan

Tenaga ahli yang kompeten dibidangnya, apabila diperlukan.

Dokumen yang Dinilai

Pada proses penilaian usulan penerapan BLUD terdapat beberapa dokumen

yang dinilai. Dokumen tersebut merupakan dokumen-dokumen persyaratan

administratif yang telah disusun oleh UPTD/ badan daerah yang akan

menerapkan BLUD. Berikut adalah jenis dokumen yang akan dinilai:

1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan Kinerja;

2) Pola tata kelola;

3) Rencana Strategis (Renstra);

4) Standar Pelayanan Minimal (SPM);

5) Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan

6) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah.

Apabila terdapat salah satu dari enam persyaratan administratif BLUD yang

tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan penilaian dan dapat diajukan

kembali apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

Proses Penilaian

Berikut adalah rangkaian penilaian terhadap dokumen usulan penerapan

BLUD:

1) Proses penilaian dokumen administratif  dilakukan  dengan
menggunakan format penilaian dokumen administratif dan bobot

penilaian penerapan BLUD sebagai berikut :
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Tabel 2. 1 Bobot dokumen persyaratan administratif BLUD

No Dokumen Persyaratan Administratif Bobot
(%)

1 Pernyataan kesanggupan untuk 5
meningkatkan kinerja

2  Polatata kelola 20

3 Rencana Strategis (Renstra) 30

4  Standar Pelayanan Minimal (SPM) 20

5 Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi 20
keuangan

6 Laporan audit terakhir atau pernyataan 5

bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa
eksternal pemerintah

Total 100

Bobot pada dokumen administratif tersebut didasarkan pada tingkat
kepentingan dokumen menggunakan CARL vyaitu kemampuan untuk
mencapainya (capability), bisa diterima (acceptability), dapat diandalkan
(realibility), dan mengandung daya ungkit tinggi (leverage).

Setelah dilakukan penilaian terhadap dokumen administratif, hasil penilaian
dituangkan dalam berita acara hasil penilaian usulan penerapan BLUD
disertai dengan kesimpulan penilaian terhadap dokumen administratif
usulan penerapan BLUD.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dokumen administratif, apabila didapatkan nilai
dari dokumen administratif < 60 maka hasil ditolak untuk menerapkan
BLUD dan apabila nilai dari dokumen administratif > 60 maka hasil
diterima untuk menerapkan BLUD. Selanjutnya hasil penilaian tersebut
dituangkan dalam bentuk rekomendasi penerapan BLUD yang disampaikan
kepada kepala daerah sebagai dasar penetapan penerapan BLUD yang

dituangkan dalam keputusan kepala daerah.
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Berdasarkan uraian tersebut didapatkan diagram proses penilaian dan

penerapan BLUD sebagai berikut :

Surat Pernyataan

Pola Tata Kelola

Renstra

SPM

Unit
Pelaksana

Teknis

A 4

Daerah

Laporan Keuangan

Laporan audit/ pernyataan bersedia

Kepala
SKPD

A 4

Sekda

A 4

Kepala

Daerah

diaudit
Sekda Tim Penilai |
PPKD
Dinas Teknis
Bappeda N\
Rekomendasi
Inspektorat A
Tenaga Ahli Dapat
berkoordinasi
dengan Ditjen
Bina Keuda

\

A 4

Diterima

A

A 4

Gambar 2. 1 diagram proses penilaian dan penerapan BLUD
Sumber : Surat Edaran Nomor 981/1010/SJ

\ 4

Penetapan
Penerapan
BLUD
dengan
Keputusan
Kepala
Daerah
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2.1.7 Pencabutan Status BLUD
Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, pencabutan penerapan

BLUD adalah sebagai berikut:

a.  Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pencabutan penerapan BLUD
kepada kepala daerah melalui sekertaris daerah;

b.  Kepala daerah membentuk tim penilai guna melakukan penilaian terhadap
permohonan pencabutan penerapan BLUD paling lama selama tiga bulan;

c.  Tim penilai memberikan hasil penilaian kepada kepala daerah sebagai
pertimbangan untuk pencabut penerapan BLUD;

d. Kepala daerah memutuskan untuk mencabut penerapan BLUD berdasarkan
hasil penilaian, keputusan kepala daerah untuk mencabut penerapan BLUD
akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR) paling lama
selama satu bulan sejak tanggal ditetapkan;

e.  Kepala daerah akan menyampaikan keputusan untuk mencabut penerapan
BLUD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

paling lama selama satu bulan sejak tanggal ditetapkan.

2.2 Kebijakan
2.2.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan adalah suatu keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang
dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan yang harus dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat (Ali Faried dan Samsu Andi, 2012:33). Sedangkan,
menurut Ealau dan Pewitt (dalam Ayuningtyas, 2018:13), kebijakan adalah suatu
ketetapan yang berlaku yang ditandai dengan adanya perilaku konsisten dan
berulang baik dari pembuat ketetapan maupun dari yang mentatinyaa. Kebijakan
juga dapat diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat oleh orang-orang
yang bertanggung jawab dalam suatu bidang kebijakan tertentu, seperti bidang
kesehatan, lingkungan, pendidikan, ataupun perdagangan (Buse et al., 2005:6).
Suatu kebijakan pada dasarnya muncul sebagai respon dari kepentingan dan

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk memberikan penyelesaian
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dari permasalahan tersebut, sehingga kebijakan pada dasarnya diawali dengan
suatu rancangan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
(Ayuningtyas, 2018:17).

2.2.2 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu proses untuk mengkaji dan menjelaskan
fenomena atau komponen kebijakan yang kemudian dijadikan dasar dalam
menentukan efektivitas dan efisiensi dari suatu kebijakan. Proses analisis
kebijakan akan mengahasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi atau perbaikan (Meiring,
2007). Menurut Winarno (2012:36), analisis kebijakan terdiri dari lima tahapan
yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dengan uraian sebagai berikut :

Penyusunan Agenda

Y

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Y

Evaluasi Kebijakan

Gambar 2. 2 Tahap Analisis Kebijakan
Sumber : Winarno (2012:36)
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Penyusunan Agenda

Perumusan masalah dapat diawali dengan melihat situasi dari suatu masalah.
Proses perumusan masalah terdiri dari empat tahap yaitu pencarian masalah,
pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah.
Pendefinisian dan penetapan masalah tidak hanya dilakukan satu kali dan
kemudian digunakan untuk waktu yang lama, karena pemahaman terhadap
suatu masalah akan terus berkembang dan didapatkannya informasi baru juga
akan mengubah definisi suatu masalah (Ayuningtyas, 2018:30).

Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan akan didefinisikan oleh
para pembuat kebijakan untuk mencari pemecahan permasalahan yang
terbaik. Pada tahap ini para pemangku kebijakan akan mengusulkan berbagai
alternatif sebagai pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan permasalahan
tersebut dapat berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada
(Winarno, 2012:36).

Adopsi Kebijakan

Pada tahap adopsi kebijakan, dari berbagai alternatif kebijakan pada tahap
formulasi kebijakan hanya terdapat satu alternatif kebijakan yang akan
diadopsi berdasarkan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar
direktur atau keputusan lembaga (Winarno, 2012:36). Menurut Dunn
(2003:27), pada tahap adopsi kebijakan diperlukan suatu rekomendasi
kebijakan untuk membantu dalam memperkirakan tingkat risiko
ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria
dalam pembuatan pilihan, serta menentukan pertanggungjawaban
administratif bagi implementasi kebijakan. Proses pada rekomendasi
kebijakan berupa transformasi informasi mengenai kebijakan dimasa depan
ke dalam informasi aksi kebijakan untuk menghasilkan keluaran yang
bernilai. Adanya rekomendasi kebijakan juga dapat membantu pemangku

kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam penerapan suatu kebijakan.
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Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses yang sangat penting dalam proses
kebijakan, karena tanpa diimplementasikan maka suatu kebijakan hanya akan
menjadi caratan-catatan. Suatu keputusan program kebijakan yang telah
dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan baik
oleh badan-badan administrasi maupun oleh implementor tingkat bawah.
Tahap implementasi akan menentukan apakah suatu kebijakan yang telah
dipilih sebagai alternatif dapat menyelesaikan masalah-masalah publik yang
dihadapi (Winarno, 2012:37).

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah suatu tahap untuk melihat sejauh mana kebijakan
yang telah dibuat dapat memecahkan masalah publik (Winarno, 2012:37).
Menurut Ayuningtyas (2018:104) proses evaluasi kebijakan dapat dilakukan
di setiap tahap pengembangan kebijakan. Tujuan dilakukannya evaluasi
kebijakan yaitu untuk menilai isi atau konten kebijakan apakah telah sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan, terimplementasikan dengan baik, dan untuk
mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Hasil dari
evaluasi kebijakan akan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dari

pengembangan kebijakan yang telah dilakukan.

2.2.3 Kebijakan Kesehatan

Menurut WHO (2016), kebijakan kesehatan adalah berbagai keputusan,

rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu

dalam masyarakat. Tujuan dari adanya kebijakan kesehatan adalah untuk

mencapai Vvisi masa depan sektor kebijakan melalui penetapan target dan titik

acuan jangka pendek dan menengah. Barker (dalam Ayuningtyas, 2018:16)

menyatakan bahwa kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik

yang terdiri dari keputusan-keputusan yang saling terkait untuk menghasilkan

suatu strategi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Pengertian mengenai

kebijakan tentang kesehatan tersebut dapat menjadi dasar dalam analisis kebijakan
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kesehatan. Analisis kebijakan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang
dimulai dari mengumpulkan, mensintesis, dan menganalisis informasi terkait
sektor kesehatan berdasarkan data yang didapatkan untuk memberikan
rekomendasi perbaikan atau alternatif terhadap pengambil kebijakan. Terdapat
beberapa kriteria untuk melakukan analisis kebijakan kesehatan yang baik sebagai
berikut :

a.  Berdasarkan pada data yang didapat dan bebas dari berbagai kepentingan
politik, namun tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada
masyarakat.

b.  Keberpihakan negara dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan warga
negara dalam bidang kesehatan.

c. Penggunaan metode analisis yang tepat berdimensi sistem dan
mempertimbangkan berbagai konteks kebijakan terkini (Ayuningtyas,
2018:17)

2.2.4 Kebijakan BLU/BLUD

Konsep pelayanan publik yang berbentuk badan layanan umum ini mulai
diterapkan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah dilatar
belakangi dengan adanya perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang
berbasis kinerja pada tahun 2003-2004 dengan terbentuknya beberapa Undang-
Undang yang berkaitan dengan keuangan negara, seperti UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara. Selanjutnya, diatur dalam PP Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2005 tersebut tidak hanya berdampak pada
administrasi dan tata kelola pada pemerintah pusat saja, tetapi juga berdampak
pada pada administrasi dan tata kelola pada pemerintah daerah dikarenakan PP
tersebut juga mengatur mengenai mekanisme penetapan, penyelenggaraan, dan
tata kelola BLUD. Tahun 2012, terdapat perubahan pada isi/ batang tubuh
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peraturan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian terhadap perkembangan
penerapan BLU dan telah direvisi oleh pemerintah menjadi PP Nomor 74 Tahun
2012 (Lukman, 2012:18).

Pemerintah provinsi dan pemerintah kota/ kabupaten dalam penerapan BLU
pada tingkat daerah dapat berpedoman pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya mengatur secara lebih jelas
mengenai tata kelola manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang
selanjutnya secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah. Tahun 2018, terjadi perubahan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dan telah direvisi menjadi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Lukman, 2012:159).

2.3 Implementasi Kebijakan
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana
kebijakan untuk menyebarkan hasil kebijakan kepada kelompok sasaran guna
mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Purwanto, 2012:21). Sedangkan,
menurut Mulyadi (2015:12), implementasi kebijakan adalah tindakan yang
dilakukan untuk mengubah suatu keputusan yang telah dibuat menjadi suatu pola
yang operasional guna mencapai perubahan-perubahan yang telah ditetapkan,
implementasi kebijakan juga merupakan suatu upaya untuk memahami kejadian
yang terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Pendapat serupa juga
disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:149) bahwa
implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu
maupun kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapi tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu kebijakan, tahap implementasi kebijakan hanya dapat
dilakukan setelah tujuan dan sasaran ditetapkan menjadi suatu kebijakan dan

terdapat dana yang disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.
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Winarno (2002) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu
proses yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, karena tanpa proses
implementasi suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan. Hal penting yang harus
diperhatikan dalam proses adaptasi implementasi kebijakan adalah fokus pada
tujuan yang telah ditetapkan, belajar dari kesalahan yang pernah terjadi
sebelumnya, serta adanya kemauan untuk mengakui dan memperbaiki
kekurangan. Tujuan dari dilakukannya perbaikan adalah untuk menjamin bahwa
standar dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan dapat

diimplementasikan dengan benar (Ayuningtyas, 2018:82).

2.3.2 Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Abdul (2004:65), proses implementasi kebijakan tidak hanya
berkaitan dengan prilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan program dan menciptakan ketaatan pada kelompok sasaran, tetapi
juga berkaitan dengan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial baik secara langsung
maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi semua pihak yang terlibat
dalam proses implementasi kebijkan. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:
148) menyatakan bahwa implementasi adalah proses yang terjadi setelah suatu
undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas pada suatu program,
kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu output yang nyata. Implementasi
meliputi tindakan aktor terutama para birokrat untuk membuat suatu program
dapat terimplementasikan atau dapat berjalan, terdapat tiga cara utama yang dapat
mempengaruhi kesuksesan suatu implementasi yaitu tingkat kepatuhan pada
ketentuan yang berlaku, adanya kelancaran dalam proses implementasi sesuai
dengan fungsi yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan suatu masalah, serta
pelaksanaan dan dampak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teori ini berfokus pada tingkat kepatuhan para implementor kebijakan
terhadap isi kebijakan, yang kemudian melihat kelancaran dalam pelaksanaan
rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi.

Tahap akhir setelah semua berjalan yaitu terwujudnya kinerja yang baik dan
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tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut
dapat digunakan untuk mengukur kinerja implementor dalam melaksanakan tugas
pokok organisasi serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan
yang dapat menghambat kelancaran dalam proses implementasi sebuah kebijakan.

Adapun proses implementasi yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut

Kebijakan : tujuan dan
sasaran

Kinerja
implementasi

i

Keluaran kebijakan Dampak jangka panjang

=

=

Dampak jangka menengah

Implementor

o

Dampak langsung

Kelompok sasaran

Outcome

Gambar 2. 3 Proses Implementasi Kebijakan Menurut Ripley dan Franklin

Sumber : Winarno (2014: 148)

Keberhasilan suatu kebijakan atau program dapat dikaji berdasarkan
perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Perspektif proses lebih
menekankan tingkat keberhasilan suatu program pemerintah apabila
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah
dibuat yang meliputi cara pelaksana, agen pelaksana, kelompok sasaran, serta
manfaat program. Sedangkan, perspektif hasil lebih menekankan tingkat
keberhasilan suatu program pemerintah apabila menimbulkan dampak sesuai
dengan yang diinginkan (Mulyadi, 2015:50). Menurut Nugroho (2012:674),
terdapat dua cara untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu dapat

diimplementasikan secara langsung dalam bentuk program atau dalam bentuk
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kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk
Undang-Undang atau Perda merupakan jenis kebijakan publik yang membutuhkan
kebijakan penjelas atau peraturan pelaksana, sedangkan kebijakan publik yang
dapat secara langsung dioperasionalkan yaitu Keppres, Inpres, Kepmen,
Keputusan Kepala daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Adapun proses
implementasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Kebijakan Publik

U U

Kebijakan Program
Publik |:>

U

Proyek

U

Kegiatan

U

Manfaat

Gambar 2. 4 Proses Implementasi Kebijakan
Sumber : Nugroho (2012:674)

2.3.3 Model Implementasi Kebijakan
Menurut Mulyadi (2015:15), terdapat dua jenis pendekatan model
implementasi kebijakan dengan uraian sebagai berikut :
a. Model Implementasi Sistem Rasional (Top Down)
Model implementasi top down merupakan model implementasi yang pertama
kali muncul. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Mulyadi, 2015:15),
implementasi kebijakan secara top down merupakan pelaksanaan keputusan

kebijakan secara mendasar. Agustino (2012:140) menyatakan bahwa pada
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pendekatan top down implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisir
dan dimulai dari aktor tingkat pusat, serta berpendapat bahwa kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh
administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level yang ada pada
tingkat dibawahnya. Edwards Il (dalam Winarno, 2012:177) merupakan
salah satu ahli yang mengemukakan model implementasi kebijakan top down
dengan implementation problem approach. Model implementasi yang
didasarkan pada pendekatan masalah ini diawali dengan mengemukakan
pertanyaan pokok mengenai faktor yang mendukung dan faktor yang
menghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan kedua
pertanyaan tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat empat faktor yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan uraian sebagai
berikut.

Komunikasi

\ Sumber Daya Implementasi
/] /
Kecenderungan-kecenderungan

Struktur

Gambar 2. 5 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward 111 (1980)
Sumber : Winarno (2012:211)

Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila para
implementor mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang harus
dilakukan. Tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan harus disampaikan
kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam
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proses implementasi. Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi proses

komunikasi yaitu sebagai berikut :

a) Transmisi
Faktor pertama yang dapat berpengaruh dalam komunikasi kebijakan
adalah transmisi. Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, maka
terlebih dahulu kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disampaikan
perintah pelaksanaanya kepada para implementor, dalam hal ini
informasi harus disalurkan dengan baik agar menghasilkan suatu
implementasi yang baik. Semakin cermat keputusan-keputusan dan
perintah pelaksanaan ditransmisikan kepada para pelaksana maka
semakin tinggi pula kemungkinan keputusan-keputusan kebijakan dan
perintah pelaksana tersebut untuk dilaksanakan, sehingga dapat
dipahami bahwa apabila terjadi penyimpangan pada proses transmisi
ataupun proses tersebut tidak dilakukan maka akan menjadi penyebab
utama kegagalan dalam penerapan suatu kebijakan. Pada proses
transmisi terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat atau
menimbulkan distorsi pada saat penyampaian kebijakan yang pertama
yaitu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah
yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini dikarenakan
apabila para pelaksana menyetujui suatu kebijakan, maka mereka
cenderung untuk mentransmisikan kebijakan tersebut dengan cermat,
namum sebaliknya apabila para pelaksana menentang suatu kebijakan,
maka mereka cenderung untuk menggunakan keleluasaan yang
dimiliki untuk mengabaikan atau mendistorsikan kebijakan tersebut.
Faktor yang kedua yaitu informasi melewati beberapa lapis hirarki,
semakin banyak yang harus dijangkau oleh komunikasi maka semakin
besar kemungkinan untuk kehilangan beberapa diantaranya, serta
semakin banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati oleh
pelaksananya maka semakin besar pula peluang perintah tersebut untuk
diabaiakan atau terdistorsi. Faktor yang ketiga yaitu penangkapan

komunikasi yang dipengaruhi oleh persepsi yang selektif dan
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ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-
persyaratan suatu kebijakan.

Kejelasan

Suatu kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila
petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para
implementor tetapi harus dikomunikasikan dengan jelas. Seringkali
petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diteruskan kepada implementor
tidak jelas dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana program
dilaksanakan. Ketidakjelasan dalam mengkomunikasikan informasi
mengenai implementasi suatu kebijakan akan menyebabkan terjadinya
intepretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan tujuan
awal. Suatu kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan jelas dapat
menyebabkan para pelaksana memiliki lebih banyak keleluasaan untuk
mengintepretasikan  persyaratan-persyaratan  kebijakan, sehingga
menimbulkan perubahan kebijakan yang tidak diharapkan. Usaha yang
dapat dilakukan untuk menghilangkan keleluasaan para pelaksana yaitu
dengan mengintepretasikan perintah pelaksanaan suatu kebijakan
dengan jelas terkait persyaratan-persyaratannya, menghilangkan
pilihan-pilihan, merencanakan prosedur dengan hati-hati, dan
memerlukan laporan tindakan secara terperinci. Hal terpenting dalam
kejelasan informasi pelaksanaan suatu kebijakan yakni terkait kejelasan
tujuan yang akan dicapai dari kebijakan tersebut, oleh karena itu tujuan-
tujuan tersebut harus dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana.
Konsistensi

Pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif
apabila perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan
dapat dikomunikasikan secara konsisten atau tidak berubah-ubah.
Perintah-perintah  implementasi yang tidak konsisten dapat
menyebabkan para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar
dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dapat

menyebabkan implementasi kebijakan berlangsung tidak efektif.
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Penerapan suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila
informasi terkait penerapannya tidak hanya harus disampaikan kepada
para pelaksana saja, tetapi informasi yang disampaian juga harus jelas
dan konsisten. Apabila informasi yang disampaikan tidak jelas dan
tidak konsisten maka akan menyebabkan para pelaksana tidak dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik. ketidakkonsistenan pada
informasi terkait penerapan suatu kebijakan dapat terjadi karena
kerumitan pada kebijakan tersebut, banyaknya ketidakjelasan tujuan
yang dipahami, dan masalah-masalah yang timbul pada penerapannya.
Sumberdaya
Perintah-perintah dalam mengimplementasi suatu kebijakan selain harus
dijalankan dengan cermat, jelas dan konsisten juga diperlukan sumber daya
agar implementasi dapat berjalan dengan efektif. Ketersediaan sumber daya
juga dapat memperngaruhi keefektifan dalam implementasi suatu kebijakan.
Adapun sumber daya yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a) Staf
Salah satu sumberdaya yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
suatu kebijakan adalah staf, dalam hal ini tidak hanya meliputi
ketersediaan staf dalam jumlah yang cukup tapi juga berkaitan dengan
kualitas yang dimilik oleh staf. Staf harus memiliki kompetensi dan
keterampilan yang memadai, kebijakan akan berhasil apabila staf
mampu melaksanakan kebijakan tersebut begitupun sebaliknya
kebijakan tersebut akan gagal apabila staf tidak mampu melaksanakan
kebijakan. Akibat yang ditimbulkan dari kekurangan staf yaitu
ketidakefektifan dalam pelaksanaan suatu kebijakan secara langsung.
Kekurangan dalam hal ini tidak hanya kurangnya tenaga personil, tetapi
juga terkait kurangnya tenaga profesional. Semakin teknis kebijakan
yang dilaksanakan maka semakin besar tenaga personil dan keahlian
yang dibutuhnkan dari para pelaksana, apabila hal tersebut tidak
terpenuhi maka akan berdampak pada kelancaran pelaksanan kebijakan.
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Informasi

Informasi merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaan suatu kebijakan. Informasi terdiri dari dua bentuk yang pertama
yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Para
implementor perlu untuk mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana
mereka melakukannya, dalam hal ini para implementor harus mengetahui
informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut
seperti tersedianya petunjuk teknis serta data-data yang terkait dengan
kebijakan yang akan dilaksanakan. Bentuk informasi yang kedua yaitu data
terkait ketaatan personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah, akan
tetapi data tersebut sulit didapatkan karena kurangnya staf yang mampu
memberikan informasi terkait hal tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang
bagaimana mengimplementasikan  kebijakan ~mempunyai  beberapa
konsekuensi seperti para pelaksana tidak dapat memenuhi tanggung jawab
yang dimiliki secara sungguh-sungguh dan tepat waktu serta
ketidakefisienan pelaksanaan kebijakan.

Wewenang

Wewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada umumnya wewenang
harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan dengan baik.
wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan ada jika satu
pihak bersepakat pada dirinya sendiri untuk mentaati aturan yang telah
ditetapkan dan pemahaman terhadap wewenang akan menjadi lebih baik
bila terdapat diskusi terkait wewenang yang dimiliki. Keberhasilan
pelaksanaan program dapat terjadi apabila ada kerjasama antara para pejabat
dengan para pelaksana, adanya keterlibatan dari para pelaksana dapat
mendorong terjadinya partisipasi dan mengurangi penolakan yang mungkin

dilakukan olah para pelaksana.
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Fasilitas
Fasilitas dalam hal ini yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang
diperlukan dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan
pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana
dan prasarana seperti bangunan kantor untuk melakukan koordinasi serta
perlengkapan dan perbekalan lainya yang mendukung proses implementasi
tersebut. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai,
memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk
melakukan tugasnya, akan tetapi tanpa tersedianya perlengkapan dan
pembekalan besar kemungkinan implementasi kebijakan yang akan
dilaksanakan akan berhasil. Oleh karena itu, fasilitas merupakan
sumberdaya yang sangat penting untuk mendukung penerapan suatu
kebijakan secara efektif.
Kecenderungan-kecenderungan
Kecenderungan adalah sikap, tingkah laku, dan dukungan yang dimiliki oleh
para implementor terhadap kebijakan atau program yang harus
dilaksanakan. Kecenderungan yang dimiliki oleh para implementor
memiliki pengaruh yang besar dalam pengimplementasian suatu kebijakan
secara efektif. Suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif
apabila para implementor memiliki sikap yang baik terhadap suatu
kebijakan, yang berarti bahwa para implementor tersebut memberikan
dukungan dan akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Sementara itu, suatu
kebijakan akan teracuhkan apabila sikap dan tingkah laku atau perspektif
dari para implementor berbeda dengan para pembuat kebijakan, sehingga
akan menimbulkan kecenderungan yang negatif dalam implementasi suatu
kebijakan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan-
keenderungan dalam penerapan suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :
a) Pengangkatan birokrat

Kecenderungan atau sikap dan komitmen yang dimiliki oleh para

implementor akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan,
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sikap dan komitmen dari para implementor dapat menimbulkan
hambatan-hambatan terhadap implementasi kebijakan apabila para
implementor yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.
Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana mungkin dapat
menghalangi implementasi apabila para pelaksana benar-benar tidak
sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Implementasi terkadang juga
dihambat oleh penundaan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah
disetujui oleh para pelaksana untuk mencapai tujuan dari kebijakan
yang lain, serta para pelaksana mungkin juga menghindari dampak
sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan memandang secara selektif
dari persyaratan-persyaratan kebijakan yang ada dan mengabaikan
beberapa bersyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.
Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan para implementor
kebijakan harus berasal dari orang-orang yang memiliki dedikasi pada
kebijakan yang telah ditetapkan, terutama pada kepentingan warga
masyarakat.

Insentif

Ketersediaan insentif merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kecenderungan atau sikap para implementor. Merubah
kecenderungan dari para pelaksana merupakan hal yang tidak mudah
dalam birokrasi pemerintah serta tidak menjamin kelancaran proses
implementasi suatu kebijakan. Ketersediaan insentif merupakan salah
satu cara untuk mengatasi sikap para implementor, karena pada
umumnya seseorang akan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi,
sehingga dengan tersedianya insentif atau tambahan biaya-biaya
tertentu dapat menjadi faktor pendorong agar para implementor dapat
melaksanakan perintah dengan baik. Pada pemberian insentif masalah
yang dapat terjadi yaitu terkait menentukan tingkatan-tingkatan insentif
yaitu bagaimana mencapai tujuan berdasarkan insentif yang telah

ditetapkan, apabila penetapan insentif tidak didasarkan pada tujuan
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kebijakan dan kesulitan tugas yang dilaksanakan maka dapat
menyebabkan terjadinya perubahan tujuan. Kemampuan pemerintah
juga seringkali memiliki keterbatasan untuk menaikkan gaji, akibatnya
para birokrat memiliki motivasi yang rendah untuk melaksanakan
kebijakan karena imbalan yang didapatkan kurang memadai.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola

pelaksanaan suatu kebijakan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi

struktur birokrasi dengan uraian sebagai berikut.

a) SOP (Standard Operating Procedures)
Struktur organisasi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam
implementasi suatu kebijakan. Salah satu aspek dasar dari suatu
organisasi Yyaitu tersedianya Standard Operating Procedures (SOP).
SOP merupakan suatu prosedur kerja standar yang dijadikan sebagai
acuan atau pedoman bagi para implementor dan para pejabat dalam
bertindak dalam suatu organisasi, sehingga terbentuk suatu kesamaan
dalam penerapan peraturan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi yang
memiliki prosedur-prosedur pelaksanaan yang luwes dan terkontrol
pada program-program yang dimiliki dapat lebih menyesuaikan dengan
tanggung jawab yang baru dindingkan dengan organisasi yang tidak
memiliki prosedur-prosedur pelaksanaan yang terkontrol. Menurut
Permenpan No.PER/21/MPAN/11/2008 bahwa dengan adanya SOP
maka telah terdapat standarisasi pada cara kerja yang dilakukan oleh
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya, dapat memperjelas alur
kerja, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing individu
dalam suatu instansi, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dari
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta dapat membantu untuk
mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi pada suatu pekerjaan.

b) Fragmentasi
Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab pada suatu kebijakan

di antara beberapa unit organisasi. Fragmentasi berasal dari tekanan-
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tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok
kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan
yang dapat mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Konsekuensi
terburuk dari fragmentasi birokrasi yaitu usaha untuk menghambat
koordinasi, dikarenakan terdiri dari badan-badan yang berbeda maka
memiliki alasan prioritas yang berbeda pula, hal inilah yang
mengakibatkan para birokrat menghindari koordinasi dengan badan-
badan lain, padahal penyebaran wewenang dan sumberdaya
pelaksanaan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.
Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu
kebijakan tertentu dan semakin berkaitan keputusan yang dibuat, maka
semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
Semakin banyak koordinasi dibutuhkan dalam mengimplementasikan
suatu kebijakan maka semakin kecil peluang keberhasilan implementasi
kebijakan tersebut.
Model Implementasi Bottom Up
Menurut Agustino (2012:156), pendekatan bottom up adalah pendekatan
yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh
lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan bottom up berawal dari
keputusan-keputusan yang ditetapkan pada level bawah atau masyarakat
yang merasakan persoalan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga
pendekatan bottom up merupakan pendekatan implementasi kebijakan yang
formulasi kebijakannya berada pada tingkat masyarakat, sehingga dianggap
lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan yang cocok
dengan sumberdaya yang tersedia dan sistem sosio kultur yang ada dalam
masyarakat, serta tidak menimbulkan kontra dalam menunjang keberhasilan

kebijakan tersebut.
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2.4 Puskesmas
2.4.1 Definisi Puskesmas

Berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014 Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan
Perseorangan (UKP) dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah
kerjanya. Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana fungsional kesehatan yang
memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran
serta masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
menyelenggarakan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan

pada masyarakat di wilayah kerjanya (Mubarak, 2012:182).

2.4.2 Visi dan Misi Puskesmas

Berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014, visi puskesmas adalah
tercapainya kecamatan sehat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Gambaran
masyarakat Indonesia yang ingin dicapai melalui pembangunan puskesmas adalah
masyarakat hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan
merata, serta memiliki derajat kesehataan yang setinggi-tingginya di seluruh
Republik Indonesia. Adapun indikator kecamatan sehat yang ingin dicapi meliputi
empat indikator utama yakni lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan
kesehatan yang bermutu, dan derajat kesehatan penduduk kecamatan (Mubarak,
2012:185).

Puskesmas memiliki misi pembangunan kesehatan yaitu untuk mendukung
tercapainya misi pembangunan kesehatan naasional. Misi tersebut meliputi:
a.  Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya;
b.  Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di

wilayah kerjanya;
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Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan;

Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan
masyarakat beserta lingkungannya.

Menurut Mubarak (2012:187), terdapat beberapa upaya dalam

melaksanakan misi puskesmas sebagai berikut:

Meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa;
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;

Mengadakan peralatan dan obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat;

Mengembangkan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).

2.4.3 Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014, prinsip penyelenggaraan

puskesmas meliputi :

a.

Paradigma sehat, puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan
untuk berkomitmen pada upaya promotif dan preventif resiko kesehatan
yang dihadapi oleh individu, keluarga, dan kelompok masyarakat;
Pertanggungjawaban wilayah, pembangunan kesehatan pada masing-masing
wilayah kerja menjadi tanggung jawab puskesmas;

Kemandirian masyarakat, puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat
bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;

Pemerataan, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas
harus mudah diakses dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di
wilayah kerjanya tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan
kepercayaan;

Teknologi tepat guna, pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh puskesmas
dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan

pelayanan, mudah digunakan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan;
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f. Keterpaduan dan kesinambungan, puskesmas mengintegrasikan dan

mengoordinasikan penyelenggaraan UKM, UKP lintas program dan lintas

sektor, serta sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka

mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas dalam melaksanakan

tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.  Penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya

Puskesmas dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat

pertama memeliki wewenang untuk :

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan
masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan;

Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang
bekerjasama dengan sektor lain terkait;

Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya
kesehatan berbasis masyarakat;

Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM puskesmas;

Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses,
mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;

Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat
termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon

penanggulangan penyakit.
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Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

Puskesmas dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat

pertama memeliki wewenang untuk :

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan, dan bermutu;

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya
promotif dan preventif;

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi individu,
keluarga, dan masyarakat;

Menyelenggarakan  pelayanan kesehatan yang mengutamakan
keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung;
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan
kerja sama inter dan antar profesi;

Melaksanakan rekam medis;

Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan
akses pelayanan kesehatan;

Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan

sistem rujukan.

Menurut Satrianegara (2014:73), berdasarkan fungsinya puskesmas

memiliki kewajiban dalam mengupayakan, menyediakan, dan menyelenggarakan

pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan

kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

kesehatan nasional yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

bagi masyarakat.
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Adapun fungsi yang dimiliki oleh puskesmas dalam melaksanakan

kewajibannya adalah sebagai berikut:

Fungsi puskesmas

Pusat Pembangunan Pusat Pemberdayaan Pusat Pelayanan
Berwawasan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Strata 1

Masyarakat

Pelayanan
L Kesehatan
Masvyarakat

Pelayanan
L Kesehatan
Perorangan

Gambar 2. 6 Fungsi puskesmas

Sumber: (Satrianegara, 2014:73)

Berdasarkan gambar 2.6 dapat diketahui bahwa terdapat tiga fungsi

puskesmas sebagai berikut :

a.

Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat

di wilayah kerjanya

1)

2)

3)

Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah
kerjanya untuk menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan
kesehatan.

Aktif  memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari
penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya.
Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.

Pusat pemberdayaan masyarakat

1)

Berupaya agar perorangan dan masyarakat memiliki kesadaran,

kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri untuk hidup sehat serta
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ikut serta dalam menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau
pelaksanaan program kesehatan.

2) Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan
rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan
ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan.

Pusat pelayanan kesehatan pertama

Menyelenggarakan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu,

dan berkesinambungan melalui pelayanan kesehatan perorangan dan

pelayanan kesehatan masyarakat.

2.4.4 Upaya Kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014, puskesmas menyelenggarakan

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama yang dilaksanakan secara

terintegrasi dan berkesinambungan. UKM tingkat pertama meliputi UKM esensial

dan UKM pengembangan dengan uraian sebagai berikut :

a.

Upaya Kesehatan Masyaraat (UKM) esensial

UKM esensial harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk
mendukung pencapaian SPM kabupaten/ kota bidang kesehatan. Adapun
bentuk pelayanan pada UKM esensial meliputi:

1) Pelayanan promosi kesehatan;

2) Pelayanan kesehatan lingkungan;

3) Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;

4) Pelayanan gizi;

5) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pengembangan

UKM pengembangan adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan
permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan
dengan kemampuan pada masing-masing puskesmas. Menurut Mubarak
(2012:203), beberapa upaya kesehatan pengembangan meliputi:

1) Upaya kesehatan sekolah;
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2) Upaya kesehatan usia lanjut;

3) Upaya kesehatan mata;

4) Upaya kesehatan jiwa;

5) Upaya kesehatan olah raga;

6) Upaya kesehatan gigi dan mulut;

7) Upaya perawatan kesehatan masyarakat;

8) Upaya pembinaan pengobatan tradisional;

9) Upaya kesehatan kerja.

Berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014, puskesmas juga
menyelenggarakan UKP tingkat pertama yang pelaksanaannya harus disesuaikan
dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. Adapun bentuk upaya
kesehatan perorangan tingkat pertama meliputi :

a. Rawat jalan;

b.  Pelayanan gawat darurat;

c.  Pelayanan satu hari (one day care);

d.  Home care;

e. Rawat inap yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pelayanan

kesehatan.

2.4.5 Pembiayaan Puskesmas
Puskesmas bertanggungjawab untuk menyelenggarakan berbagai upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Berdasarkan

Kepmenkes No 128 Tahun 2004, untuk terselenggaranya UKM dan UKP pada

Puskesmas perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Saat ini

terdapat beberapa sumber pembiayaan puskesmas yang meliputi:

a. Pemerintah. Berdasarkan azas desentralisasi, sumber pembiayaan yang
berasal dari pemerintah terutama yaitu pemerintah kabupaten atau kota.
Selain itu, puskesmas juga menerima dana yang berasal dari pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah

dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
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Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan
gedung, pengadaan peralatan, serta pengadaan obat.

Dana anggaran rutin yang meliputi gaji karyawan, pemeliharaan gedung
dan peralatan, pembelian barang habis pakai, serta biaya operasional.
Setiap tahun kedua anggaran tersebut disusun oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota untuk diajukan dalam daftar usulan kegiatan kepada
pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dibahas bersama DPRD.
Puskesmas memiliki kesempatan untuk mengajukan kebutuhan terhadap
kedua anggaran tersebut melalui dinas kesehatan kabupaten atau kota.
Anggaran yang telah disetujui tercantum dalam dokumen keuangan yang
kemudian akan diturunkan secara bertahap kepada puskesmas melalui
dinas kabupaten atau kota, akan tetapi untuk beberapa anggaran seperti
pengadaan obat, pembangunan gedung, dan pengadaan alat dikelola
langsung oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau oleh pemerintah

kabupaten/kota.

Pendapatan Puskesmas. Berdasarkan kebijakan pemerintah, masyarakat

dikenakan kewajiban membiayai UKP yang dimanfaatkannya, besaran biaya

tersebut ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah (retribusi). Saat

ini terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang

diperoleh dari penyelenggaraan UKP ini, yaitu:

1)

2)

Keseluruhan dana disetor ke kas daerah, secara berkala puskesmas
menyetor langsung seluruh dana retribusi yang diterima ke kas daerah
melalui dinas kesehatan kabupaten atau kota.

Sebagian dana dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas, beberapa
daerah tertentu membenarkan apabila puskesmas menggunkan sebagian
dana yang diperolen dari penyelenggaraan UKM vyang besarannya
berkisar antara 25-50% dari total dana retribusi yang diterima.
Penggunaan dana tersebut hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan
operasional puskesmas. Puskesmas dalam penggunaan dana tersebut
bertanggungjawab secara berkala kepada pemerintah daerah melalui

dinas kesehatan kabupaten atau kota.
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3) Keseluruhan dana dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas,
beberapa daerah tertentu membenarkan apabila puskesmas menggunakan
seluruh dana yang diperoleh dari penyelenggaraan UKP untuk
membiayai kegiatan operasional puskesmas.

Sumber lain. Saat ini puskesmas juga menerima dana dari beberapa sumber

lain seperti dana kapitasi dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan

sumber lainnya.
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2.5 Kerangka Teori

Kebijakan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)

!

46

Implementasi Struktur Birokrasi
Kebijakan - 1. SOP
Badan Layanan [ ] 2. Fragmentasi N
Umum Daerah
(BLUD) !
Komunikasi
1. Transmisi
2. Kejelasan petunjuk Terpenuhinya
pelaksana persyaratan
3. Konsistensi petunjuk \ Pe?sl;;gtan
pelaigall > substantif
1 2. Persyaratan
h teknis
3. Persyaratan
Sumber Daya administratif
1. Staf ahli
2. Informasi v
= We\_/v_enang Hasil Capaian
o IFERIE 1. Terbentuknya
BLUD
* Puskesmas
y 2. Peningkatan
Kecenderungan- kualitas
kecenderungan pelayanan
| 1. Pengangkatan birokrat |~ kepada
2. Insentif masyarakat

Gambar 2. 7 Kerangka Teori
Sumber : Modifikasi dari Nugroho (2012:674), Goerge C. Edwards Ill (dalam
Winarno, 2012:211), Peraturan Menteri Republik

Indonesia No 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Negeri


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.6 Kerangka Konsep

Struktur Birokrasi

Komunikasi
1. Transmisi
2. Kejelasan petunjuk
pelaksana
3. Konsistensi petunjuk
pelaksana

A4

Sumber Daya
Staf ahli
Informasi
Wewenang

el N =

Fasilitas

Kecenderungan-kecenderungan
L’ 1. Pengangkatan birokrat
2. Insentif

= diteliti

| i = tidak diteliti

1.

2.
3

Terpenuhinya
persyaratan BLUD

Persyaratan
substantif
Persyaratan teknis
Persyaratan
administratif

Gambar 2. 8 Kerangka Konsep
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Kerangka konsep tersebut merupakan modifikasi dari teori proses
implementasi kebijakan. Sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan, suatu
instansi perlu untuk melakukan proses persiapan untuk mengimplementasikan
kebijakan tersebut. Menurut Edwards Il (dalam Winarno, 2012:211),
implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi.
Faktor komunikasi terdiri dari tiga komponen yaitu transmisi, kejelasan, dan
konsistensi petunjuk pelaksanaan. Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan
petugas pelaksana terlebih dahulu harus mengetahui apa yang harus dilakukan
serta apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, oleh karena itu
komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam
persiapan implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya, terdapat faktor sumber daya
yang terdiri dari beberapa komponen seperti staf ahli, informasi, wewenang, dan
fasilitas. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan sangat berpengaruh pada
keefektifan proses persiapan implementasi suatu kebijakan.

Faktor selanjutnya yaitu kecenderungan-kecenderungan yang meliputi
pengangkatan birokrasi yaitu sikap dan komitmen yang dimiliki oleh para
pelaksana dalam persiapan implementasi kebijakan serta ketersediaan insentif.
Selanjutnya, terdapat faktor struktur birokrasi yang meliputi ketersediaan SOP dan
fragmentasi. Pada penelitian ini, fragmentasi tidak diteliti dikarenakan fokus
peneliti yaitu untuk menggambarkan sampai seberapa jauh kesiapan puskesmas
menuju status BLUD, sedangkan fragmentasi merupakan pembagian tanggung
jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga
memerlukan koordinasi. Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit
birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif,
konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi
publik. Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga mempertimbangkan kinerja dari
implementasi kebijakan BLUD vyaitu terpenuhinya persyaratan BLUD puskesmas

yang meliputi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
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BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai suatu peristiwa yang
terjadi atau suatu keadaan pada populasi tertentu yang bersifat faktual (Yusuf,
2015:62). Menurut Siregar (2014:8), deskriptif merupakan suatu metode untuk
menyelesaikan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada
keadaaan sekarang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada, kemudian
dianalisis dan diintepretasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
kesiapan Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang menuju Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di dua Puskesmas yaitu Puskesmas Klatakan dan
Puskesmas Patrang serta Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Penelitian ini

dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November 2019.

3.3 Unit Analisis dan Responden Penelitian

Unit analisis adalah apa atau siapa yang akan diteliti (Morrisan, 2017:46).
Unit analisis dalam penelitian ini adalah Puskesmas Klatakan dan Puskesmas
Patrang Kabupaten Jember. Responden dalam penelitian ini adalah 4 petugas
persiapan BLUD Puskesmas Klatakan, 4 petugas persiapan BLUD Puskesmas
Patrang, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember. Pemilihan responden pada penelitian ini didasarkan pada pemahaman

responden terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas.
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.4.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:38), variabel penelitian merupakan suatu sifat atau
nilai dari orang, obyek, atau kegiatan dengan variasi tertentu yang ditentukan oleh
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian
terdiri dari variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent
variabel) (Sastroasmoro dan Ismael, 2014:302). Variabel bebas pada penelitian ini
meliputi faktor komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi), sumberdaya
(staf, informasi, wewenang, dan fasilitas), kecenderungan-kecenderungan
(pengangkatan birokrat dan insentif), struktur birokrasi (SOP), serta terpenuhinya
persyaratan substantif, teknis, dan administratif pada kesiapan puskesmas dalam
penerapan kebijakan BLUD. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kesiapan

puskesmas menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemberian batasan atau definisi pada suatu
variabel penelitian secara operasional sehingga variabel tersebut dapat diukur
menggunakan instrumen penelitian. Definisi operasional diperlukan agar terjadi
konsistensi antara sumber data (responden) yang satu dengan responden yang lain
pada saat melakukan pengukuran suatu variabel (Notoatmodjo, 2018:111).
Menurut Sastroasmoro dan Ismael (2014:60), pemberian definisi atau batasan
pada variabel dapat mencegah terjadinya kerancuan dalam pengukuran variabel,
analisis data, intepretasi hasil, dan kesimpulan. Pemberian definisi operasional
yang tepat dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam menentukan

kesesuaian variabel yang digunakan dalam penelitian.
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Tabel 3. 1 Variabel dan Definisi Operasional

No Variabel Definisi Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Operasional Pengumpulan
Data
A Komunikasi Penyampaian
informasi terkait
penerapan BLUD
puskesmas
1. Transmisi Adanya sosialisasi Wawancara Diukur dengan jawaban:
dan pelatihan menggunakan a. Ada transmisi, jika ada
kepada tim BLUD kuesioner sosialisasi dan
puskesmas terkait pelatihan pada
persiapan dalam persiapan penerapan
penerapan BLUD BLUD
b. Tidak ada transmisi,
jika tidak ada
sosialisasi dan
pelatihan pada
persiapan penerapan
BLUD
2. Kejelasan Pemahaman tim Wawancara Diukur menggunakan 6
petunjuk BLUD puskesmas menggunakan pertanyaan dengan
pelaksanaan terkait informasi kuisioner penilaian jawaban :
dalam persiapan Jawaban benar = 1
penerapan BLUD Jawaban salah = 0
Skor penilaian :
Nilai maksimal : 6 x1
=6
Nilai minimal : 6 x0=0
Selanjutnya dari range 0-6
dikelompokkan menjadi 3
kategori yaitu kejelasan
tinggi, sedang, dan rendah
Rentang = nilai maks- nilai
mn=6-0=6
. rentan, 6
Panjang kelas = kategorgi =3
=2
Sehingga diperoleh :
a. kejelasan tinggi
=5-6
b. kejelasan sedang
=3-4
c. kejelasan rendah
=0-2
3. Konsistensi Adanya kesamaan Wawancara Diukur dengan jawaban:
petunjuk dan tidak berubah- ~ menggunakan a. Petunjuk pelaksana
pelaksana ubah terkait kuesioner konsisten, jika

informasi yang
diterima oleh tim
BLUD puskesmas
mengenai persiapan
penerapan BLUD

informasi yang
diterima oleh tim
BLUD tidak berubah-
ubah dan dapat
dijadikan pedoman
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No Variabel Definisi Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Operasional Pengumpulan
Data
b. Petunjuk pelaksana tidak
konsisten, jika informasi
yang diterima oleh tim
BLUD berubah-ubah dan
tidak dapat dijadikan
pedoman
B Sumber Daya Sumber daya baik
manusia maupun
non manusia yang
dapat mendukung
dalam persiapan
penerapan BLUD
1. Staf Tersedianya tenaga  Wawancara Diukur menggunakan 4
yang mendukung menggunakan  pertanyaan dengan penilaian
dalam persiapan kuesioner jawaban :
penerapan BLUD a.Ya=1
puskesmas b.Tidak =0
Skor penilaian :
Nilai maksimal : 4 x1
=4
Nilai minimal : 4x0=0
Selanjutnya dari range 0-4
dikelompokkan menjadi 2
kategori yaitu kejelasan
tinggi, sedang, dan rendah
Rentang = nilai maks- nilai
min=4-0=4
. rentan 4
Panjang kelas = kategorgi =
=2
Sehingga diperoleh :
a. Staf mencukupi
=34
b. Staf tidak mencukupi
=0-2
2. Informasi Tersedianya Wawancara Diukur menggunakan 6
informasi yang menggunakan  pertanyaan dengan penilaian
mendukung dalam  kuesioner jawaban :
persiapan a.Ya=1
penerapan BLUD b.Tidak = 0

baik dalam bentuk
kebijakan-
kebijakan, pedoman
pelaksanaan,
maupun dokumen
acuan

Skor penilaian :
Nilai maksimal : 6 x1

=6

Nilai minimal : 6x0=0
Selanjutnya dari range 0-6
dikelompokkan menjadi 2
kategori yaitu kejelasan
tinggi, sedang, dan rendah
Rentang = nilai maks- nilai
mn=6-0=6
Panjang kelas =

=3

rentang _ 6
kategori 2
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No

Variabel
Penelitian

Definisi
Operasional

Cara
Pengumpulan
Data

Kriteria Pengukuran

Sehingga diperoleh :

a. Informasi mencukupi
=4-6

b. Informasi tidak
mencukupi
=0-3

3. Wewenang

Adanya hak kinerja
yang dimiliki oleh
petugas pelaksana
dalam persiapan
penerapan BLUD

Wawancara
menggunakan
kuesioner

Diukur menggunakan 11
pertanyaan dengan penilaian
jawaban :

a. Ya=1

b. Tidak=0

Skor penilaian :

Nilai maksimal : 11 x1
=11

Nilai minimal : 11 x0=0
Selanjutnya dari range 0-11
dikelompokkan menjadi 2
kategori yaitu kejelasan
tinggi, sedang, dan rendah
Rentang = nilai maks- nilai
min=11-0=11

Panjang kelas = —<2208 — 11

=55=6

Sehingga diperoleh :

a. Pelaksanaan wewenang
optimal = 6-11

b. Pelaksanaan wewenang
tidak optimal = 0-5

kategori 2

4. Fasilitas

Tersedianya sarana
dan prasarana yang
mendukung dalam
persiapan
penerapan BLUD

Observasi
dengan
menggunakan
lembar check
list

Diukur dengan 10
pertanyaan yang
disesuaikan dengan
ketersediaan fasilitas
berdasarkan Permenkes
Nomor 75 Tahun 2014
meliputi :

Bangunan/ gedung
Instalasi air
Ventilasi udara
Penerangan
Instalasi pembuangan
limbah

Mobil ambulance

Poo0oTe

—h

g. Obat-obatan dan alat
medis

h. Ruang pelayanan

i. Tempat parker

j. Sistem informasi
komunikasi

dengan ketentuan jawaban:
a. Ada=1
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No Variabel Definisi Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Operasional Pengumpulan
Data
b.Tidak ada=0
Skor penilaian :
Nilai maksimal : 10 x1 =
10
Nilai minimal : 10 x 0
=0
Selanjutnya dari range 0-
10 dikelompokkan
menjadi 2 kategori yaitu
fasilitas tersedia dan
fasilitas tidak tersedia
Rentang = nilai maks-
nilaimin=10-0=10
s _ rentang _
Panjang kelas = Erenor
Sehingga diperoleh :
a. Fasilitas tersedia
=6-10
b. Fasilitas tidak
tersedia = 0-5
C Kecenderungan- Sikap, tingkah
kecenderungan laku,dan dukungan
yang dimiliki oleh
setiap petugas yang
terlibat dalam
persiapan
penerapan BLUD
puskesmas
1. Pengangkatan Sikap dan Wawancara Diukur menggunakan 10
birokrat komitmen yang menggunakan pertanyaan dengan
dimiliki oleh setiap ~ kuesioner penilaian jawaban :

individu yang telah
diangkat/ditunjuk
sebagai petugas
dalam persiapan
penerapan BLUD
puskesmas

a. Sangat setuju: 5

b. Setuju: 4

c. Ragu-ragu: 3

d. Tidak setuju: 2

e. Sangat tidak setuju: 1
Skor penilaian :

Nilai maksimal : 5 x10 =
50

Nilai minimal : 1 x 10
=10

Selanjutnya dari range
10-50 dikelompokkan
menjadi 2 kategori yaitu
bersikap dan
berkomitmen baik serta
bersikap dan
berkomitmen tidak baik
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No Variabel Definisi Operasional Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Pengumpulan
Data
Rentang = nilai maks-
nilai min =50 — 10 =
40
. _ rentang
Panjang kelas = v—
= ? =20
Sehingga diperoleh :
a. Bersikap dan
berkomitmen baik
= 31-50
b. Bersikap dan
berkomitmen tidak
baik = 10-30
2. Insentif Ketersediaan dana Wawancara Diukur menggunakan 5
tambahan yang menggunakan  pertanyaan dengan
diberikan kepada tim kuesioner penilaian jawaban :
BLUD puskesmas a. Ya=1
dalam persiapan b. Tidak=0
penerapan BLUD Skor penilaian :
Nilai maksimal : 5 x1
=5
Nilai minimal : 5x 0 =
0
Selanjutnya dari range
0-5 dikelompokkan
menjadi 2 kategori
yaitu kejelasan tinggi,
sedang, dan rendah
Rentang = nilai maks-
nilaimin=5-0=5
0 _ rentang
Panjang kelas = -
= g =25=3
Sehingga diperoleh :
a. Insentif tersedia
=35
b. Insentif tidak
tersedia = 0-2
D  Struktur Mekanisme kerja
Birokrasi yang dibentuk untuk
mengelola penerapan
BLUD puskesmas
1. SOP Tersedianya suatu Wawancara Diukur menggunakan 5
(Standard prosedur kerja menggunakan pertanyaan dengan
Operational standar yang kuesioner penilaian jawaban :
Procedures) dijadikan sebagai a. Ya=1
acuan atau pedoman b. Tidak=0

dalam persiapan
penerapan BLUD
puskesmas

Skor penilaian :

Nilai maksimal : 5 x1
=5

Nilai minimal : 5x 0
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persyaratan BLUD

lembar check list

No Variabel Definisi Operasional Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Pengumpulan
Data
=0
Selanjutnya dari range
0-5 dikelompokkan
menjadi 2 kategori
yaitu kejelasan tinggi,
sedang, dan rendah
Rentang = nilai maks-
nilaimin=5-0=5
- _ rentang
Panjang kelas = Katogori
= ; =25=3
Sehingga diperoleh :
a. SOP tersedia
=35
b. SOP tidak tersedia
=0-2
E Persyaratan Persyaratan yang
BLUD dibutuhkan dalam
Puskesmas penerapan BLUD
puskesmas baik
persyaratan
substantif, teknis,
maupun administratif
1. Persyaratan Kesesuaian Studi Diukur dengan
substantif pelayanan dan dokumentasi jawaban:
kegiatan operasional  dengan a. Sesuai dengan
puskesmas dengan menggunakan Permendagri

Nomor 79 Tahun
2018
Dengan ketentuan
jawaban dapat
dikatakan sesuai
apabila
menyelenggarakan
kegiatan
operasional dan
menyediakan
pelayanan umum
dalam bentuk
barang ataupun jasa
b. Tidak sesuai
dengan
Permendagri
Nomor 79 Tahun
2018
Dengan ketentuan
jawaban dapat
dikatakan tidak
sesuai apabila tidak
menyelenggarakan
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No Variabel Definisi Operasional Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Pengumpulan
Data
kegiatan operasional dan
tidak menyediakan
pelayanan umum dalam
bentuk barang ataupun
jasa
2. Persyaratan Kesesuaian kinerja Studi Diukur dengan jawaban:
teknis keuangan dan kinerja  dokumentasi a. Sesuai dengan
SDM puskesmas dengan Permendagri Nomor
dengan persyaratan menggunakan 79 Tahun 2018

BLUD

lembar check
list

Dengan ketentuan
jawaban dapat
dikatakan sesuai
apabila :

1. Tugas dan fungsi
dalam
memberikan
pelayanan layak
dikelola dan
ditingkatkan
pencapaiannya
melalui
penerapan BLUD
atas rekomendasi
kepala SKPD

2. Memiliki potensi
dalam
meningkatkan
kinerja dalam
memberikan
pelayanan dan

b. Tidak sesuai dengan

Permendagri Nomor

79 Tahun 2018

Dengan ketentuan

jawaban dapat

dikatakan tidak
sesuai apabila:

1. Tugas dan fungsi
dalam
memberikan
pelayanan tidak
layak dikelola
dan ditingkatkan
pencapaiannya
melalui
penerapan BLUD
atas rekomendasi
kepala SKPD
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No Variabel Definisi Operasional Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Pengumpulan
Data

2. Tidak memiliki
potensi dalam
meningkatkan
kinerja dalam
memberikan
pelayanan dan
kinerja keuangan

3. Persyaratan Kesesuaian dokumen  Studi Diukur dengan jawaban:
administratif ~ administratif dengan ~ dokumentasi a. Sesuai dengan
persyaratan BLUD dengan Permendagri Nomor
menggunakan 79 Tahun 2018
lembar check Dengan ketentuan
list jawaban dapat
dikatan sesuai
apabila telah
menyusun dokumen
yang meliputi :

1. Surat pernyataan
kesanggupan
untuk
meningkatkan
kinerja
Pola tata kelola
Renstra

4. Standard
Pelayanan
Minimum (SPM)

5. Laporan

keuangan atau
proyeksi
keuangan

6. Laporan audit

terakhir atau

pernyataan

bersedia diaudit
Selanjutnya hasil dari
penilaian dokumen
berdasarkan SE
Mendagri Nomor
981/1010/SJ mendapat
nilai > 60

w N
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No Variabel Definisi Operasional Cara Kriteria Pengukuran
Penelitian Pengumpulan
Data

b. Tidak sesuai dengan
Permendagri Nomor
79 Tahun 2018
Dengan ketentuan
jawaban dapat
dikatan tidak sesuai
apabila tidak lengkap
dalam menyusun
dokumen yang
meliputi :

1.

wmn

Surat pernyataan
kesanggupan
untuk
meningkatkan
kinerja

Pola tata kelola
Renstra
Standard
Pelayanan
Minimum (SPM)
Laporan
keuangan atau
proyeksi
keuangan
Laporan audit
terakhir atau
pernyataan
bersedia diaudit

Selanjutnya hasil dari
penilaian dokumen
berdasarkan SE
Mendagri Nomor
981/1010/SJ mendapat
nilai < 60

3.5 Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan huruf atau kata dan kalimat atau angka yang

didapatkan melalui proses pengumpulan data (Notoatmodjo, 2018:180). Menurut

Ridwan (2016:31), data merupakan bahan yang perlu diolah untuk menghasilkan

suatu informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan

kenyataan.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder dengan uraian sebagai berikut :

a.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung pada
saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2016:137). Data primer dalam
penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan responden, yaitu tim
BLUD Puskesmas Klatakan, tim BLUD Puskesmas Patrang, dan Bidang
Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber
datanya, seperti arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh
instansi terkait maupun media lainnya (Sugiyono, 2016:225). Data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi dokumentasi
terkait dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh puskesmas dalam
penerapan BLUD yang meliputi data kunjungan pasien, data kepuasan
pasien, laporan pendapatan, laporan realisasi pendapatan, dan dokumen

persyaratan administratif.

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data dalam penelitian yang merupakan bagian dari instrumen

pengumpulan data untuk membuktikan data yang ada di lapangan (Sugiyono,

2016:239). Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a.

Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam
pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari responden secara lisan
dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka dengan responden tersebut

(Notoatmodjo, 2018:139). Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan
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tim BLUD Puskesmas Klatakan dan Puskesmas Patrang yang meliputi
kepala puskesmas, bendahara, dan petugas pelaksana di Puskesmas
Klatakan dan Puskesmas Patrang, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

b.  Observasi
Observasi adalah suatu proses sistematis yang meliputi proses melihat,
mendengar, dan mencatat beberapa kegiatan atau situasi tertentu yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Notoatmodjo, 2018:131).
Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh puskesmas yang berkaitan dengan kesiapan
puskesmas dalam penerapan BLUD.

c.  Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk
tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono,
2016:240). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-
undangan yang dibutuhkan dalam penerapan BLUD sepertu UU, PP,
Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri, dan Peraturan Bupati, serta dokumen kesiapan puskesmas dalam
penerapan BLUD. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan hasil

rekaman wawancara dan foto yang dilakukaan saat wawancara.

3.6.2 Instrumen Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti
untuk mengumpulkan data sehingga kegiatan dapat lebih terstruktur dan lebih
mudah (Riduwan, 2016:51). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuesioner dan lembar check list. Kuisioner adalah tehnik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada
responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016:142). Instrumen yang digunakan untuk

studi dokumentasi dalam penelitian adalah lembar check list dan handphone.
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3.7 Teknik Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data merupakan salah satu langkah yang penting.

Pengolahan data bertujuan untuk mengolah data yang didapatkan dari penelitian

agar menghasilkan informasi yang bermakna serta dapat disajikan sebagai hasil

yang bermakna dan kesimpulan yang baik (Notoatmodjo, 2018:171). Tehnik

pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

a.

Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek
dan memperbaiki isian formulir atau koesioner (Notoatmodjo, 2018:176).
Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap
kuesioner penelitian yang akan diberikan kepada responden dan melakukan
pemeriksaan terhadap jawaban yang diberikan oleh responden sebelum
melakukan pengolahan data.

Memasukkan Data (Data Entry)

Memasukkan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan
data yang berupa jawaban-jawaban responden dari hasil kuesioner ke dalam
program atau software komputer untuk selanjutnya dilakukan pengolahan
data (Notoatmodjo, 2018:177).

Tabulasi (Tabulating)

Tabulasi adalah proses pengolahan data yang berupa penyusunan data ke
dalam bentuk tabel- tabel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian
(Notoatmodjo, 2018:176).

3.7.2 Teknik Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu pemaparan hasil dari suatu penelitian yang telah

disusun secara teratur (Imron, 2014:193). Tehnik penyajian data dalam penelitian

ini adalah dalam bentuk textular dan tabel. Penyajian data secara textular adalah

penyajian data hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat. Penyajian data dalam

bentuk tabel adalah suatu penyajian secara sistematik dari data numerik yang
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tersusun dalam tabel (Notoatmodjo, 2018:188). Data yang diperoleh dalam
penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang disertai dengan narasi atau

tulisan sebagai penjelas untuk mempermudah pemahaman.

3.7.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang
diperoleh secara sistematis meliputi tahap pengorganisasian, penyusunan dalam
bentuk pola, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain
(Sugiyono, 2016:244). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan

karakteristik dari setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2018:182).
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3.8 Alur Penelitian
Langkah

Menentukan topik penelitian

v
Pengumpulan data sekunder

v
Menetukan rumusan masalah dan tujuan

penelitian

Menentukan jenis dan desain penelitian

Menentukan responden, menyusun tehnik

pengumpulan data, dan instrumen

Melakukan pengumpulan data

Menganalisis data

Menyajikan data, hasil, dan pembahasan

Menyusun kesimpulan dan saran
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Hasil

Kesiapan puskesmas menuju Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)

A 4

Memperoleh data terkait kelengkapan
dokumen  persyaratan administratif
BLUD dan status akreditasi pada
seluruh puskesmas di Kabupten Jember

y

Gambaran kesiapan puskesmas
menuju Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)

Y

Penelitian deskriptif

A 4

Unit analisis dan responden penelitian,
menyusun lembar  kuesioner dan
lembar check list

Pengumpulan data melalui kuesioner,
lembar check list, dan wawancara

A 4

Analisis data dengan menggunakan
analisis univariat dengan penyajian
data berupa tabel dan textular

A 4

Penyajian data dalam bentuk deskriptif

\ 4

Hasil dan pembahasan
dalam kesimpulan dan saran

dirangkum

Gambar 3. 1 Alur Penelitian
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BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait kesiapan Puskesmas Klatakan

dan Patrang menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten

Jember, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a.

Telah terdapat transmisi pada proses persiapan penerapan BLUD dengan
telah diselenggarakannya sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh petugas.
Kejelasan responden terkait informasi persiapan penerapan BLUD yang
diterima berada dalam kategori sedang. Seluruh responden menilai bahwa
informasi yang didapatkan selama proses pelatihan telah konsisten.

Kesiapan sumber daya dalam persiapan penerapan BLUD puskesmas
menunjukkan bahwa belum tersedia staf yang mencukupi baik tenaga
kesehatan maupun non kesehatan terutama pada tenaga akuntan serta telah
terdapat tim BLUD puskesmas akan tetapi belum tersedia SK pembentukan
tim BLUD puskesmas, telah tersedia informasi yang mencukupi akan tetapi
belum tersedia peraturan pemerintah daerah terkait BLUD puskesmas, telah
tersedia fasilitas yang mendukung berdasarkan Permenkes No.75 Tahun
2014, serta pelaksanaan wewenang kepala puskesmas, bendahara, dan
petugas teknis dalam persiapan penerapan BLUD belum dilaksanakan
secara optimal.

Seluruh responden memiliki sikap dan komitmen yang baik dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas. Tidak tersedia insentif pada persiapan
penerapan BLUD puskesmas.

Belum tersedia SOP dalam persiapan penerapan BLUD di Puskesmas
Klatakan dan Patrang.

Persyaratan BLUD yang telah terpenuhi berdasarkan Permendagri No.79
Tahun 2018 dan SE Mendagri Nomor 981/1010/SJ yaitu persyaratan
substantif dan administratif, sedangkan persyaratan teknis belum terpenuhi

dikarenakan belum terdapat peningkatan pada kriteria berpotensi

128
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meningkatkan kinerja pelayanan terutama pada indikator kepuasan pasien
dan diversifikasi unit pelayanan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
Puskesmas Klatakan dan Patrang telah siap secara substantif dan
administratif, namun belum siap secara teknis dalam penerapan BLUD

puskesmas.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

1) Perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah terkait BLUD puskesmas
agar penerapan kebijakan BLUD tersebut dapat segera dilaksanakan oleh
puskesmas.

2) Menerbitkan regulasi berupa Surat-surat Keputusan (SK) terkait
penerapan BLUD puskesmas untuk mendukung kelancaran dalam proses
penerapannya.

3) Membentuk tim think tank yang terdiri dari Sekda, PPKD, Dinas
Kesehatan, Bappeda, inspektorat, dan tenaga ahli untuk melakukan
penilaian terhadap dokumen administratif puskesmas dan menyusun
strategi terkait penerapan BLUD puskesmas di Kabupaten Jember.

Bagi Dinas Kesehatan

1) Membentuk tim pembinaan intern Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
dalam persiapan penerapan BLUD puskesmas.

2) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bersama dengan tenaga ahli
terkait hasil pelatihan yang telah dilakukan dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas.

3) Menyusun SOP BLUD agar kinerja dan waktu dalam persiapan
penerapan BLUD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan
yang direncanakan.

Bagi Puskesmas

1) Melakukan evaluasi kepuasan pasien secara berkala untuk mengetahui

mutu pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
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2) Meningkatkan unit pelayanan kesehatan yang diberikan melalui
penambahan pelayanan dengan spesifikasi pada bidang kesehatan
tertentu seperti pelayanan konsultasi kesehatan dengan dokter-dokter
spesialis, puskesmas traumatik senter, puskesmas santun lansia,
puskesmas rujukan PONED, dan puskesmas online.

3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penerapan SPM sesuai
dengan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan.

4) Meningkatkan komitmen internal pada puskesmas agar dalam proses
persiapan penerapan BLUD dapat dilakukan oleh seluruh petugas dalam
tim khusus BLUD serta untuk menciptakan suasana yang mendukung
dalam penerapan BLUD puskesmas.

5) Memberikan insentif kepada tim BLUD puskesmas untuk meningkatkan
komitmen tim BLUD sehingga dapat memberikan kelancaran dalam
proses persiapan penerapan BLUD puskesmas.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan
menambah unit analisis yang akan diteliti seperti Bupati, Sekda, DPRD,

Bappeda, DPPKA, dan Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan

variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini yaitu fragmentasi, sehingga

dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor
yang dapat berpengaruh pada kesiapan puskesmas berupa pembagian
wewenang atau keterlibatan para stakeholder pada persiapan penerapan

BLUD puskesmas.
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Lampiran A Lembar Persetujuan

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat

No. Telepon
Menyatakan bahwa bersedia untuk membantu dengan menjadi responden

pada penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Mayarizqi Nurlaili

NIM : 152110101168

Fakultas : Kesehatan Masyarakat

Judul : Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember
Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini tidak akan menimbulkan
dampak dan resiko apapun pada responden, dikarenakan hanya digunakan untuk
kepentingan ilmiah serta kerahasiaan jawaban kuesioner yang diberikan oleh
responden akan dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Dengan ini saya menyatakan

dengan sukarela dan tanpa paksaan untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Jember, 2019

Responden
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Lampiran B Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner untuk pemimpin petugas pengelola Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) di puskesmas

Judul : Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember

Tanggal wawancara

Instansi

Petunjuk Pengisian

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab
pertanyaan kuesioner yang ada.

2. Mohon menjawab dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.

Data Umum Responden

Nama Responden

Jenis Kelamin

Jabatan

Pendidikan Terakhir : (lingkari jawaban Bapak/Ibu)

a. Pendidikan Dasar (tamat SD, tamat SMP)

b. Pendidikan Menengah (tamat SMA/SMK)

c. Pendidikan Tinggi (lulusan D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3)
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A.  Komunikasi
Transmisi

Apabila jawaban di kuesioner bagian 1 adalah “Ya”, dilanjutkan pada
kuesioner bagian 2 dan pertanyaan tambahan

No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan
Bagian 1
1. | Apakah Bapak/Ibu pernah menerima a. Ya

sosialisasi terkait kesiapan penerapan b. Tidak

kebijakan BLUD di puskesmas anda ?

2. | Apakah pernah dilaksanakan pelatihan a. Ya

terkait kesiapan penerapan kebijakan b. Tidak
BLUD di puskesmas Bapak/lbu ?

Bagian 2

3. | Siapakah yang memberikan sosialisasi a. Dinas  Kesehatan
dan pelatihan terkait kesiapan penerapan Kabupaten Jember
kebijakan BLUD di puskesmas b. Tim BLUD
Bapak/lbu ? puskesmas

c. Pusat pelatihan

pemerintah pusat

4. | Apakah Bapak/Ibu mengikuti sosialisasi | a. Ya
dan pelatihan terkait kesiapan penerapan | b. Tidak
kebijakan BLUD di puskesmas
Bapak/Ibu ?

Pertanyaan tambahan

5. Kapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD
yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

6. Dimana pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD
yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

7. Berapa kali pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan
BLUD yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

8. Berapa orang dari unit kerja Bapak/ ibu yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait
kesiapan penerapan kebijakan BLUD ?

9. Siapa saja perwakilan dari unit kerja Bapak/ ibu yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan
terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD ?

10. Materi apa saja yang didapatkan saat pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan
penerapan kebijakan BLUD yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

11. Bagaimanakah bentuk sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD
yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0

Kejelasan Petunjuk Pelaksanaan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

12. | Mengapa puskesmas perlu  |a. Meningkatkan kinerja dalam

untuk menerapkan BLUD ? memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dengan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan

b. Memperoleh keuntungan yang maksimal
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No Pertanyaan Jawaban Keterangan
c. Mensejahterahkan SDM baik
kesehatan maupun non
kesehatan
d. Meningkatkan daya saing
puskesmas
13. | Apa dasar hukum yang digunakan | a. Permendagri No. 61 Tahun
sebagai petunjuk teknis dalam 2007
persiapan penerapan BLUD b. Permendagri No. 79 Tahun
puskesmas ? 2018
c. Permenkes No. 75 Tahun 2014
d. Permenkes No. 46 Tahun 2015
14. | Berapakah persyaratan yang harus |a. Satu
dipenuhi oleh puskesmas dalam b. Dua
persiapan penerapan BLUD ? c. Tiga
d. Lebih dari tiga
15. | Apa langkah yang harus dilakukan | a. Memenuhi persayaratan
oleh puskesmas sebelum administratif, substantif, dan
mengajukan usulan penerapan teknis BLUD
BLUD kepada kepala daerah ? b. Membentuk tim penilai BLUD
c. Menyerahkan dokumen kepada
sekertaris daerah
d. Mempersiapkan sarana dan
prasana serta SDM yang handal
16. | Apa persyaratan administratif a. SOP
yang harus dipenuhi oleh b. Pola tata kelola
puskesmas dalam persiapan c. Laporan keuangan
penerapan BLUD ? kecuali d. Surat pernyataan kesanggupan
untuk meningkatkan kinerja
17. | Apa keuntungan yang didapatkan | a. Fleksibilitas dalam pengelolaan
oleh puskesmas dalam keuangan
menerapkan BLUD ? kecuali b. Dapat melakukan investasi
c. Dapat melakukan utang-
piutang
d. Dapat meningkatkan dana
kapitasi yang diperoleh
puskesmas
Keterangan : Benar=1 Salah =0
Konsistensi Petunjuk Pelaksanaan
No Pertanyaan Jawaban Keterangan
18. | Apakah menurut Bapak/Ibu informasi yang |a. Ya
diberikan terkait persiapan penerapan b. Tidak

BLUD puskesmas dapat dijadikan pedoman
dalam penyusunan dokumen persyaratan

yang dibutuhkan ?
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No Pertanyaan Jawaban Keterangan

19. | Apakah menurut Bapak/lbu informasi yang |a. Ya
diberikan pada saat sosialisasi dan saat b. Tidak
melakukan persiapan penerapan BLUD
puskesmas tidak mengalami perubahan ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
B. Sumber Daya

No | Pertanyaan Jawaban Keterangan

Staf

20. | Apakah di puskesmas Bapak/Ibu tersedia a.Ya
staf yang memadai dalam persiapan b.Tidak
penerapan BLUD ?

21. | Apakah perbandingan jumlah staf dan a.Ya
beban kerja di puskesmas Bapak/Ibu telah b.Tidak
proporsional ?

22. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat a. Ya
tim khusus yang bertugas dalam persiapan b. Tidak
penerapan BLUD ?

23. | Apakah di puskesmas Bapak/Ibu telah a. Ya
terdapat SK pembentukan tim khusus yang | b. Tidak
bertugas dalam persiapan penerapan BLUD
?

Pertanyaan tambahan
24. Berapakah jumlah tim khusus yang bertugas dalam persiapan penerapan BLUD di

puskesmas Bapak/ibu ?

25. Menurut Bapak/ibu apakah tugas yang dilakukan oleh tim khusus dalam persiapan

penerapan BLUD puskesmas telah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-
masing individu dalam tim tersebut ?

Informasi

26. | Apakah terdapat peraturan pemerintah a. Ya
daerah yang mendukung dalam persiapan b. Tidak
penerapan BLUD puskesmas ?

27. | Apakah terdapat Standar Akutansi a. Ya
Pemerintah (SAP) kabupaten yang b. Tidak
digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan laporan keuangan pada
persiapan penerapan BLUD?

28. | Apakah terdapat Rencana Strategis Dinas a. Ya
Kesehatan Kabupaten untuk persiapan b. Tidak
penerapan BLUD?

29. | Apakah terdapat RPJMD untuk persiapan a. Ya
penerapan BLUD? b. Tidak

30. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat a. Ya
SPM yang digunakan untuk persiapan b. Tidak
penerapan BLUD ?

31. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat a. Ya
buku/ pedoman yang digunakan untuk b. Tidak

persiapan penerapan BLUD ?
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No | Pertanyaan Jawaban | Keterangan

Informasi

Pertanyaan tambahan

Apabila jawaban “Ya”

32.Menurut Bapak/ibu apakah penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP
pemerintah daerah ?

33. Menurut Bapak/ ibu apakah penyusunan Renstra telah sesuai dengan RPJIMD dan Renstra
dinas ?

34. Menurut bapak/ibu apakah di unit kerja anda telah memberikan pelayanan sesuai dengan
SPM yang dimilki ?

35. Menurut Bapak/ibu apakah dalam melakukan persiapan penerapan BLUD puskesmas telah
sesuai dengan buku/ pedoman yang digunakan ?

Apabila jawaban “Tidak”

36. Kebijakan apa yang Bapak/ibuk gunakan sebagai pedoman dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas pada tingkat daerah ?

37. Apa yang Bapak/ibuk gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan persyaratan kesiapan
penerapan BLUD puskesmas ?

38. Menurut Bapak/ibu apakah terdapat informasi lain yang perlu didpatkan atau diterima terkait
kesiapan penerapan kebijakan BLUD puskesmas?

Wewenang

39. | Apakah Bapak/Ibu selaku pimpinan a. Ya
dalam pejabat pengelola BLUD telah | b. Tidak
membina, mengarahkan, mengawasi,
dan mengevaluasi persiapan
penerapan BLUD puskesmas ?

40. | Apakah Bapak/Ibu selaku pimpinan a. Ya
dalam pejabat pengelola BLUD b. Tidak
puskesmas telah merumuskan
kebijakan teknis BLUD dan
kewajiban lainnya sesuai dengan
kebijakan kepala daerah ?

41. | Apakah Bapak/Ibu selaku pimpinan a. Ya

dalam pejabat pengelola BLUD b. Tidak
puskesmas telah menyusun Renstra
dan RBA ?

42. | Apakah Bapak/Ibu selaku pimpinan a. Ya
dalam pejabat pengelola BLUD b. Tidak

puskesmas telah mengusulkan
pejabat keuangan dan pejabat teknis
kepada kepala daerah sesuai dengan
ketentuan perundangan ?

43. | Apakah Bapak/lbu selaku pimpinan | a. Ya
dalam pejabat pengelola BLUD | b. Tidak
puskesmas telah menetapkan pejabat
lainnya sesuai kebutuhan BLUD
puskesmas selain pejabat yang
ditentukan dalam peraturan
perundangan ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
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C. Kecenderungan-kecenderungan
Sikap dan Komitmen Pemimpin

147

No

Pertanyaan

SS

TS

STS

Alasan

44,

Saya merasa bersemangat dan
senang  dalam  persiapan
penerapan BLUD puskesmas

45.

Saya berupaya  maksimal
dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas

46.

Saya merasa kegiatan
persiapan penerapan BLUD
puskesmas penting

47.

Saya merasa berkewajiban
untuk menyelesaikan tugas
dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas

48.

Saya menyelesaikan dokumen
persyaratan dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas
tepat waktu

49.

Saya merasa persiapan
penerapan BLUD puskesmas
memberikan banyak manfaat

50.

Saya merasa koordinasi antara
tim BLUD puskesmas dalam
persiapan penerapan BLUD
berjalan dengan sangat baik

51.

Saya selaku pimpinan pada tim
pengelola BLUD menekankan
bahwa upaya persiapan
penerapan BLUD adala hal
yang penting

52.

Saya selaku pimpinan pada
tim pengelola BLUD
menekankan bahwa selalu
disiplin dalam upaya persiapan
penerapan BLUD adala hal
yang penting

53.

Saya selaku pimpinan pada
tim pengelola BLUD merasa
bahwa memberikan dorongan
dan dukungan penuh terhadap
persiapan penerapan BLUD
adala hal yang penting

Keterangan

SS
RR
STS

: Sangat Setuju
: Ragu- ragu
: Sangat Tidak Setuju

S
TS

: Setuju
: Tidak Setuju



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

148

Insentif

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

54. | Apakah Bapak/Ibu menerima insentif pada | a. Ya
saat melaksanakan persiapan penerapan | b. Tidak
BLUD puskesmas ?

55. | Apakah pemberian insentif dilakukan | a. Ya
secara berkala pada setiap bulan ? b. Tidak

56. | Apakah seluruh petugas dalam persiapan | a. Ya
penerapan BLUD puskesmas menerima | b. Tidak
insentif secara merata?

57. | Apakan jumlah insentif yang diterima oleh | a. Ya
Bapak/Ibu besarannya telah sesuai dengan | b. Tidak
beban kerja dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas ?

58. | Apakah sumber dana yang digunakan | a. Ya
untuk insentif Bapak/ibu dalam persiapan | b. Tidak
penerapan BLUD puskesmas berasal dari
APBD ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0

D.  Struktur Birokrasi

SOP (Standard Operational Procedures)

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

59. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu | a. Ya
terdapat SOP terkait persiapan | b. Tidak
penerapan BLUD puskesmas ?

60. | Apakah menurut Bapak/lbu SOP | a. Ya
yang ada dapat dijadikan acuan | b. Tidak
dalam persiapan penerapan BLUD
puskesmas?

61. | Apakah SOP vyang ada telah| a. Ya
mencakup seluruh aspek dalam | b. Tidak
persiapan penerapan BLUD
puskesmas?

62. | Apakan Bapak/lbu merasa terbantu | a. Ya
dan lebih mudah dalam | b. Tidak
melaksanakan persiapan penerapan
BLUD puskesmas dengan adanya
SOP tersebut ?

63. | Apakan Bapak/Ibu dalam | a. Ya
melaksanakan persiapan penerapan | b. Tidak

BLUD puskesmas telah sesuai
dengan SOP yang dimiliki?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
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KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner untuk pejabat keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

di puskesmas

Judul : Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember

Tanggal wawancara

Instansi

Petunjuk Pengisian

1.  Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab
pertanyaan kuesioner yang ada.

2. Mohon menjawab dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.

Data Umum Responden

Nama Responden

Jenis Kelamin

Jabatan

Pendidikan Terakhir : (lingkari jawaban Bapak/Ibu)

a. Pendidikan Dasar (tamat SD, tamat SMP)

b. Pendidikan Menengah (tamat SMA/SMK)

c. Pendidikan Tinggi (lulusan D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3)
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A.

Komunikasi

Transmisi
Apabila jawaban di kuesioner bagian 1 adalah “Ya”, dilanjutkan pada
kuesioner bagian 2 dan pertanyaan tambahan
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sosialisasi terkait kesiapan penerapan b. Tidak
kebijakan BLUD di puskesmas anda ?

No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan
Bagian 1
1. | Apakah Bapak/Ibu pernah menerima a. Ya

Apakah pernah dilaksanakan pelatihan |a. Ya
terkait kesiapan penerapan kebijakan b. Tidak
BLUD di puskesmas Bapak/lbu ?

Bagian 2

3. | Siapakah yang memberikan sosialisasi |a. Dinas Kesehatan
dan pelatihan terkait kesiapan Kabupaten
penerapan kebijakan BLUD di b. Tim BLUD puskesmas
puskesmas Bapak/Ibu ? c. Pusat pelatihan
pemerintah pusat
4. | Apakah Bapak/lbu mengikuti a. Ya

di puskesmas Bapak/Ibu ?

sosialisasi dan pelatihan terkait b. Tidak
kesiapan penerapan kebijakan BLUD

58

6.

7.

8.

9.

Pertanyaan tambahan

Kapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD

yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

Dimana pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD

yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

Berapa kali pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan
BLUD yang diikuti oleh Bapak/ibu ?
Berapa orang dari unit kerja Bapak/ ibu yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait
kesiapan penerapan kebijakan BLUD ?
Siapa saja perwakilan dari unit kerja Bapak/ ibu yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan
terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD ?

penerapan kebijakan BLUD yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

10.Materi apa saja yang didapatkan saat pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan

11.Bagaimanakah bentuk sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD
yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

Keterangan : Ya=1

Kejelasan Petunjuk Pelaksana

Tidak =0

No

Pertanyaan

Jawaban

Keterangan

12.

Mengapa puskesmas
perlu untuk menerapkan
BLUD ?

a. Meningkatkan kinerja dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dengan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan

. Memperoleh keuntungan yang maksimal
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No

Pertanyaan

Jawaban

Keterangan

Mensejahterahkan SDM
baik kesehatan maupun
non kesehatan
Meningkatkan daya saing
puskesmas

13.

Apa dasar hukum yang digunakan
sebagai petunjuk teknis dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas ?

Permendagri No. 61
Tahun 2007

Permendagri No. 79
Tahun 2018

Permenkes No. 75 Tahun
2014

Permenkes No. 46 Tahun
2015

14.

Berapakah persyaratan yang harus
dipenuhi oleh puskesmas dalam
persiapan penerapan BLUD ?

Satu
Dua
Tiga

. Lebih dari tiga

15.

Apa langkah yang harus dilakukan oleh
puskesmas sebelum mengajukan usulan
penerapan BLUD kepada kepala daerah
?

Memenuhi persayaratan
administratif, substantif,
dan teknis BLUD

. Membentuk tim penilai

BLUD
Menyerahkan dokumen
kepada sekertaris daerah

. Mempersiapkan sarana

dan prasana serta SDM
yang handal

16.

Apa persyaratan administratif yang
harus dipenuhi oleh puskesmas dalam
persiapan penerapan BLUD ? kecuali

o0 o

SOP

Pola tata kelola
Laporan keuangan
Surat pernyataan
kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja

17.

Apa keuntungan yang didapatkan oleh
puskesmas dalam menerapkan BLUD ?
kecuali

Fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan

. Dapat melakukan investasi

Dapat melakukan utang-
piutang

. Dapat meningkatkan dana

kapitasi yang diperoleh
puskesmas

Keterangan : Benar=1

Salah =0
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No Pertanyaan Jawaban Keterangan
18. | Apakah menurut Bapak/lbu informasi yang a. Ya
diberikan terkait persiapan penerapan BLUD b. Tidak

puskesmas dapat dijadikan pedoman dalam
penyusunan dokumen persyaratan yang
dibutuhkan ?

19. | Apakah menurut Bapak/Ibu informasi yang a. Ya
diberikan pada saat sosialisasi dan saat b. Tidak
melakukan persiapan penerapan BLUD
puskesmas tidak mengalami perubahan ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0

B. Sumber Daya

No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan

Staf

20. | Apakah di puskesmas Bapak/Ibu tersedia staf yang a. Ya
memadai dalam persiapan penerapan BLUD ? b. Tidak

21. | Apakah perbandingan jumlah staf dan beban kerja a. Ya
di puskesmas Bapak/Ibu telah proporsional ? b. Tidak

22. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat tim a. Ya
khusus yang bertugas dalam persiapan penerapan b. Tidak
BLUD ?

23. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu telah terdapat SK a. Ya
pembentukan tim khusus yang bertugas dalam b. Tidak
persiapan penerapan BLUD ?

Pertanyaan tambahan

24.Berapakah jumlah tim khusus yang bertugas dalam persiapan penerapan BLUD di
puskesmas Bapak/ibu ?

25. Menurut Bapak/ibu apakah tugas yang dilakukan oleh tim khusus dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas telah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing
individu dalam tim tersebut ?

Informasi

26. | Apakah terdapat peraturan pemerintah daerahyang | a. Ya
mendukung dalam persiapan penerapan BLUD b. Tidak
puskesmas ?

27. | Apakah terdapat Standar Akutansi Pemerintah a. Ya
(SAP) kabupaten yang digunakan sebagai pedoman | b. Tidak
dalam penyusunan laporan keuangan pada persiapan
penerapan BLUD?

28. | Apakah terdapat Rencana Strategis Dinas Kesehatan | a. Ya
Kabupaten untuk persiapan penerapan BLUD? b. Tidak

29. | Apakah terdapat RPJMD untuk persiapan penerapan | a. Ya
BLUD? b. Tidak

30. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat SPM yang | a. Ya
digunakan untuk persiapan penerapan BLUD ? b. Tidak
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No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan
Informasi
31. | Apakah di puskesmas Bapak/Ibu terdapat a. Ya

buku/ pedoman yang digunakan untuk b. Tidak

persiapan penerapan BLUD ?

Pertanyaan tambahan

Apabila jawaban “Ya”

32. Menurut Bapak/ibu apakah penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP
pemerintah daerah ?

33. Menurut Bapak/ ibu apakah penyusunan Renstra telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra
dinas ?

34. Menurut bapak/ibu apakah di unit kerja anda telah memberikan pelayanan sesuai dengan
SPM yang dimilki ?

35. Menurut Bapak/ibu apakah dalam melakukan persiapan penerapan BLUD puskesmas telah
sesuai dengan buku/ pedoman yang digunakan ?

Apabila jawaban “Tidak”

36. Kebijakan apa yang Bapak/ibuk gunakan sebagai pedoman dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas pada tingkat daerah?

37. Apa yang Bapak/ibuk gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan persyaratan kesiapan
penerapan BLUD puskesmas ?

38. Menurut Bapak/ibu apakah terdapat informasi lain yang perlu didpatkan atau diterima terkait
kesiapan penerapan kebijakan BLUD puskesmas?

Wewenang

39. | Apakah Bapak/lbu selaku pejabat keuangan | a. Ya
BLUD puskesmas telah mengkoordinasikan | b. Tidak
penyusunan RBA dan DPA kepada
pimpinan BLUD puskesmas?

40. | Apakah Bapak/Ibu selaku pejabat keuangan | a. Ya
BLUD puskesmas telah melakukan | b. Tidak
pengelolaan pendapatan dan belanja?

Ya
Tidak

41. | Apakah Bapak/Ibu selaku pejabat keuangan
BLUD puskesmas telah  melakukan
pengelolaan kas?

o

42. | Apakah Bapak/Ibu selaku pejabat keuangan | a. Ya
BLUD puskesmas telah menyelenggarakan | b. Tidak
akutansi dan penyusunan laporan keuangan?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0

C. Kecenderungan-kecenderungan
Sikap dan Komitmen Pejabat Keuangan

No Pertanyaan SS S RR TS | STS Alasan

43. | Saya merasa bersemangat dan
senang  dalam  persiapan
penerapan BLUD puskesmas

44. | Saya  berupaya  maksimal
dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas

45. | Saya merasa kegiatan
persiapan penerapan BLUD
puskesmas penting
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No Pertanyaan

SS

RR TS

STS

Alasan

46. | Saya merasa berkewajiban
untuk menyelesaikan tugas
dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas

47. | Saya menyelesaikan dokumen
persyaratan dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas
tepat waktu

48. | Saya merasa persiapan
penerapan BLUD puskesmas
memberikan banyak manfaat

49. | Saya merasa koordinasi antara
kepala puskesmas dan tim
BLUD  puskesmas  dalam
persiapan penerapan BLUD
berjalan dengan sangat baik

50. | Kepala puskesmas selaku
pimpinan pada tim pengelola
BLUD menekankan bahwa
upaya persiapan penerapan
BLUD adala hal yang penting

51. | Kepala puskesmas selaku
pimpinan pada tim pengelola
BLUD selalu disiplin dalam
upaya persiapan penerapan
BLUD adala hal yang penting

52. | Kepala puskesmas selaku
pimpinan pada tim pengelola
BLUD memberikan dorongan
dan dukungan penuh terhadap
persiapan penerapan BLUD
adala hal yang penting

Keterangan

SS : Sangat Setuju

RR : Ragu- ragu

STS : Sangat Tidak Setuju

Insentif

S
TS

: Setuju

: Tidak Setuju

No Pertanyaan

Jawaban

Keterangan

53. | Apakah Bapak/Ibu menerima insentif pada
saat melaksanakan persiapan penerapan

BLUD puskesmas ?

oo

Ya
Tidak

54. | Apakah pemberian insentif dilakukan secara

berkala pada setiap bulan ?

Ya
Tidak

55. | Apakah seluruh petugas dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas menerima

insentif secara merata?

o®low

Ya
Tidak
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No Pertanyaan Jawaban Keterangan

56. | Apakan jumlah insentif yang diterimaoleh | a. Ya
Bapak/Ibu besarannya telah sesuai dengan b. Tidak
beban kerja dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas ?

57. | Apakah sumber dana yang digunakan untuk | a. Ya
insentif Bapak/ibu dalam persiapan b. Tidak
penerapan BLUD puskesmas berasal dari
APBD ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
D.  Struktur Birokrasi
SOP (Standard Operational Procedures)

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

58. | Apakah di Puskesmas Bapak/Ibu terdapat a. Ya
SOP terkait persiapan penerapan BLUD b. Tidak
puskesmas ?

59. | Apakah menurut Bapak/lbu SOP yangada |a. Ya
dapat dijadikan acuan dalam persiapan b. Tidak
penerapan BLUD puskesmas?

60. | Apakah SOP yang ada telah mencakup a. Ya
seluruh aspek dalam persiapan penerapan b. Tidak
BLUD puskesmas?

61. | Apakan Bapak/Ibu merasa terbantu dan a. Ya
lebih mudah dalam melaksanakan persiapan | b. Tidak
penerapan BLUD puskesmas dengan
adanya SOP tersebut ?

62. | Apakan Bapak/Ibu merasa dalam a. Ya
melaksanakan persiapan penerapan BLUD | b. Tidak

puskesmas telah sesuai dengan SOP yang
dimiliki ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
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Lembar B. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner untuk petugas pelaksana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

di puskesmas

Judul : Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember

Tanggal wawancara

Instansi

Petunjuk Pengisian

1.  Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab
pertanyaan kuesioner yang ada.

2. Mohon menjawab dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.

Data Umum Responden

Nama Responden

Jenis Kelamin

Jabatan

Pendidikan Terakhir : (lingkari jawaban Bapak/Ibu)

a. Pendidikan Dasar (tamat SD, tamat SMP)

b. Pendidikan Menengah (tamat SMA/SMK)

c. Pendidikan Tinggi (lulusan D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3)
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A.

Komunikasi

T ransmisi
Apabila jawaban di kuesioner bagian 1 adalah “Ya”, dilanjutkan menjawab
kuesioner bagian 2 dan pertanyaan tambahan
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No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan
Bagian 1
1. | Apakah Bapak/Ibu pernah menerima a. Ya
sosialisasi terkait kesiapan penerapan b. Tidak
kebijakan BLUD di puskesmas anda ?
2. | Apakah pernah dilaksanakan pelatihan terkait | a. Ya
kesiapan penerapan kebijakan BLUD di b. Tidak
puskesmas Bapak/Ibu ?
Bagian 2
3. | Siapakah yang memberikan sosialisasi dan a. Dinas Kesehatan
pelatihan terkait kesiapan penerapan Kabupaten
kebijakan BLUD di puskesmas Bapak/lbu? |b. Tim BLUD
puskesmas
c. Pusat pelatihan
pemerintah pusat
4. | Apakah Bapak/Ibu mengikuti sosialisasi dan | a. Ya
pelatihan terkait kesiapan penerapan b. Tidak
kebijakan BLUD di puskesmas Bapak/lbu ?

58

6.

7.

8.

9.

Pertanyaan tambahan

Kapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD

yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

Dimana pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD

yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

Berapa kali pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan

BLUD yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

Berapa orang dari unit kerja Bapak/ ibu yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait

kesiapan penerapan kebijakan BLUD ?

Siapa saja perwakilan dari unit kerja Bapak/ ibu yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan

terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD ?

penerapan kebijakan BLUD yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

yang diikuti oleh Bapak/ibu ?

10.Materi apa saja yang didapatkan saat pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan

11.Bagaimanakah bentuk sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan BLUD

Keterangan : Ya=1 Tidak =0

Kejelasan Petunjuk Pelaksana
No Pertanyaan Jawaban Keterangan
12. | Mengapa puskesmas perlu | a. Meningkatkan kinerja dalam

untuk menerapkan BLUD ?

memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dengan fleksibilitas
dalam pengelolaan keuangan
b. Memperoleh keuntungan yang maksimal
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No Pertanyaan Jawaban Keterangan
c. Mensejahterahkan SDM
baik kesehatan maupun non
kesehatan
d. Meningkatkan daya saing
puskesmas
13. | Apa dasar hukum yang digunakan a. Permendagri No. 61 Tahun
sebagai petunjuk teknis dalam 2007
persiapan penerapan BLUD b. Permendagri No. 79 Tahun
puskesmas ? 2018
c. Permenkes No. 75 Tahun
2014
d. Permenkes No. 46 Tahun
2015
14. | Berapakah persyaratan yang harus a. Satu
dipenuhi oleh puskesmas dalam b. Dua
persiapan penerapan BLUD ? c. Tiga
d. Lebih dari tiga
15. | Apa langkah yang harus dilakukan a. Memenuhi persayaratan
oleh puskesmas sebelum mengajukan administratif, substantif, dan
usulan penerapan BLUD kepada teknis BLUD
kepala daerah ? b. Membentuk tim penilai
BLUD
¢. Menyerahkan dokumen
kepada sekertaris daerah
d. Mempersiapkan sarana dan
prasana serta SDM yang
handal
16. | Apa persyaratan administratif yang a. SOP
harus dipenuhi oleh puskesmas b. Pola tata kelola
dalam persiapan penerapan BLUD ? | c. Laporan keuangan
kecuali d. Surat pernyataan
kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja
17. | Apa keuntungan yang didapatkan a. Fleksibilitas dalam
oleh puskesmas dalam menerapkan pengelolaan keuangan
BLUD ? kecuali b. Dapat melakukan investasi
c. Dapat melakukan utang-
piutang
d. Dapat meningkatkan dana

kapitasi yang diperoleh
puskesmas

Keterangan : Benar=1

Salah =0
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No Pertanyaan Jawaban Keterangan

18. | Apakah menurut Bapak/lbu informasi yang a. Ya
diberikan terkait persiapan penerapan BLUD b. Tidak
puskesmas dapat dijadikan pedoman dalam
penyusunan dokumen persyaratan yang
dibutuhkan ?

19. | Apakah menurut Bapak/Ibu informasi yang a. Ya
diberikan pada saat sosialisasi dan saat b. Tidak
melakukan persiapan penerapan BLUD
puskesmas tidak mengalami perubahan ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
B. Sumber Daya

No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan

Staf

20. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu tersedia staf yang a. Ya
memadai dalam persiapan penerapan BLUD ? b. Tidak

21. | Apakah perbandingan jumlah staf dan beban kerja a. Ya
di puskesmas Bapak/Ibu telah proporsional ? b. Tidak

22. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat tim a. Ya
khusus yang bertugas dalam persiapan penerapan b. Tidak
BLUD ?

23. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu telah terdapat SK a. Ya
pembentukan tim khusus yang bertugas dalam b. Tidak
persiapan penerapan BLUD ?

Pertanyaan tambahan
24. Berapakah jumlah tim khusus yang bertugas dalam persiapan penerapan BLUD di

puskesmas Bapak/ibu ?

25. Menurut Bapak/ibu apakah tugas yang dilakukan oleh tim khusus dalam persiapan

penerapan BLUD puskesmas telah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-
masing individu dalam tim tersebut ?

Informasi

26. | Apakah terdapat peraturan pemerintah daerahyang | a. Ya
mendukung dalam persiapan penerapan BLUD b. Tidak
puskesmas ?

27. | Apakah terdapat Standar Akutansi Pemerintah a. Ya
(SAP) kabupaten yang digunakan sebagai pedoman | b. Tidak
dalam penyusunan laporan keuangan pada persiapan
penerapan BLUD?

28. | Apakah terdapat Rencana Strategis Dinas Kesehatan | a. Ya
Kabupaten untuk persiapan penerapan BLUD? b. Tidak

29. | Apakah terdapat RPJMD untuk persiapan penerapan | a. Ya
BLUD? b. Tidak

30. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat SPM yang | a. Ya
digunakan untuk persiapan penerapan BLUD ? b. Tidak
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No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan
Informasi
31. | Apakah di puskesmas Bapak/lbu terdapat buku/ | a. Ya

pedoman yang digunakan untuk persiapan b. Tidak

penerapan BLUD ?

Pertanyaan tambahan

Apabila jawaban “Ya”

32. Menurut Bapak/ibu apakah penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP
pemerintah daerah ?

33. Menurut Bapak/ ibu apakah penyusunan Renstra telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra
dinas ?

34. Menurut bapak/ibu apakah di unit kerja anda telah memberikan pelayanan sesuai dengan
SPM yang dimilki ?

35. Menurut Bapak/ibu apakah dalam melakukan persiapan penerapan BLUD puskesmas telah
sesuai dengan buku/ pedoman yang digunakan ?

Apabila jawaban “Tidak”

36. Kebijakan apa yang Bapak/ibuk gunakan sebagai pedoman dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas ?

37. Apa yang Bapak/ibuk gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan persyaratan kesiapan
penerapan BLUD puskesmas ?

38. Menurut Bapak/ibu apakah terdapat informasi lain yang perlu didpatkan atau diterima terkait
kesiapan penerapan kebijakan BLUD puskesmas?

Wewenang
39. | Apakah Bapak/Ibu selaku pejabat teknis BLUD | a. Ya
puskesmas telah menyusun perencanaan b. Tidak

kegiatan teknis operasional persiapan
penerapan BLUD?

40. | Apakah Bapak/Ibu selaku pejabat teknis BLUD | a. Ya
puskesmas telah menyusun perencanaan b. Tidak
kegiatan pelayanan pada masing-masing
bidang ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0

C. Kecenderungan-kecenderungan
Sikap dan Komitmen Petugas Pelaksana

No Pertanyaan SS S RR TS STS Alasan

41. | Saya merasa bersemangat dan
senang dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas

42. | Saya berupaya maksimal
dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas

43. | Saya merasa kegiatan
persiapan penerapan BLUD
puskesmas penting

44, | Saya merasa berkewajiban
untuk menyelesaikan tugas
dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas
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No

Pertanyaan

SS S RR TS

STS

Alasan

45.

Saya menyelesaikan dokumen
persyaratan dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas
tepat waktu

46.

Saya merasa persiapan
penerapan BLUD puskesmas
memberikan banyak manfaat

47.

Saya merasa koordinasi antara
kepala puskesmas dan tim
BLUD puskesmas dalam
persiapan penerapan BLUD
berjalan dengan sangat baik

48.

Kepala puskesmas selaku
pimpinan pada tim pengelola
BLUD menekankan bahwa
upaya persiapan penerapan
BLUD adala hal yang penting

49.

Kepala puskesmas selaku
pimpinan pada tim pengelola
BLUD selalu disiplin dalam
upaya persiapan penerapan
BLUD adala hal yang penting

50.

Kepala puskesmas selaku
pimpinan pada tim pengelola
BLUD memberikan dorongan
dan dukungan penuh terhadap
persiapan penerapan BLUD
adala hal yang penting

Keterangan

653
RR
STS

: Sangat Setuju
: Ragu- ragu
: Sangat Tidak Setuju

Insentif

S : Setuju
TS : Tidak Setuju

No

Pertanyaan

Jawaban

Keterangan

51.

Apakah Bapak/Ibu menerima insentif pada saat
melaksanakan persiapan penerapan BLUD

puskesmas ?

Ya
Tidak

oo

52.

Apakah pemberian insentif dilakukan secara

berkala pada setiap bulan ?

Ya
Tidak

53.

Apakah seluruh petugas dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas menerima

insentif secara merata?

Ya
Tidak

oo

54.

Apakan jumlah insentif yang diterima oleh
Bapak/Ibu besarannya telah sesuai dengan
beban kerja dalam persiapan penerapan BLUD

puskesmas ?

Ya
Tidak

oo
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No Pertanyaan Jawaban Keterangan

55. | Apakah sumber dana yang digunakan | a. Ya
untuk insentif Bapak/ibu dalam . Tidak
persiapan penerapan BLUD
puskesmas berasal dari APBD ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
D.  Struktur Birokrasi
SOP (Standard Operational Procedures)

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

56. | Apakah di puskesmas Bapak/Ibu . Ya
terdapat SOP terkait persiapan . Tidak
penerapan BLUD puskesmas ?

57. | Apakah menurut Bapak/lbu SOP . Ya
yang ada dapat dijadikan acuan . Tidak
dalam persiapan penerapan BLUD
puskesmas?

58. | Apakah SOP yang ada telah . Ya
mencakup seluruh aspek dalam . Tidak
persiapan penerapan BLUD
puskesmas?

59. | Apakan Bapak/Ibu merasa terbantu . Ya
dan lebih mudah dalam . Tidak
melaksanakan persiapan penerapan
BLUD puskesmas dengan adanya
SOP tersebut ?

60. | Apakan Bapak/Ibu merasa dalam . Ya
melaksanakan persiapan penerapan . Tidak

BLUD puskesmas telah sesuai
dengan SOP yang dimiliki ?

Keterangan : Ya=1 Tidak =0
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Lembar B. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Judul

: Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember

Tanggal wawancara

Petunjuk Pengisian

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab
pertanyaan kuesioner yang ada.

2. Mohon menjawab dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.

A.  Komunikasi

Transmisi

Apabila jawaban di kuesioner bagian 1 adalah “Ya”, dilanjutkan pada
kuesioner bagian 2 dan pertanyaan tambahan

No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan
Bagian 1
1. | Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan |a. Ya
sosialisasi terkait kesiapan penerapan b. Tidak
kebijakan BLUD untuk seluruh puskesmas ?
2. | Apakah Dinas Kesehatan pernah a. Ya
mengadakan pelatihan terkait kesiapan b. Tidak
penerapan kebijakan BLUD untuk seluruh
puskesmas ?
Bagian 2
3. | Berapa kali Dinas Kesehatan mengadakan a. Satu kali
sosialisasi terkait kesiapan penerapan b. Dua Kkali
kebijakan BLUD untuk seluruh puskesmas ? | c. Lebih dari dua
kali
4. | Berapa kali Dinas Kesehatan mengadakan a. Satu kali
pelatihan terkait kesiapan penerapan b. Dua kali
kebijakan BLUD untuk seluruh puskesmas ? | ¢. Lebih dari dua

kali
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No | Pertanyaan | Jawaban | Keterangan

Pertanyaan tambahan

5. Kapan dinas kesehatan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan
kebijakan BLUD puskesmas ?

6. Dimana dinas kesehatan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan
kebijakan BLUD puskesmas?

7. Siapa yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan penerapan kebijakan
BLUD puskesmas yang dilakukan oleh dinas kesehatan?

8. Apa saja materi yang disampaikan pada saat sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapan
penerapan kebijakan BLUD puskesmas?

B. Kecenderungan-kecenderungan
Sikap dan Komitmen

No Pertanyaan SS S RR TS | STS Alasan

9. Saya merasa bersemangat dan
senang dalam persiapan
penerapan BLUD puskesmas

10. | Saya berupaya maksimal
dalam persiapan penerapan
BLUD puskesmas

11. | Saya merasa kegiatan
persiapan penerapan BLUD
puskesmas penting

12. | Saya merasa berkewajiban
dalam memberikan bimbingan
dan dorongan pada persiapan
penerapan BLUD puskesmas

13. | Saya merasa persiapan
penerapan BLUD puskesmas
memberikan banyak manfaat

14. | Saya merasa koordinasi antara
pimpinan puskesmas dan
Dinas Kesehatan berjalan
dengan baik

15. | Saya merasa pemerintah
daerah perlu segera
memberikan paying hokum
yang jelas terhadap penerapan
kebijakan BLUD puskesmas

16. | Saya merasa pemerintah
daerah perlu memberikan
dukungan dan dorongan
kepada puskesmas untuk
segera mempersiapkan
penerapan kebijakan BLUD

Keterangan
SS : Sangat Setuju S : Setuju
RR : Ragu- ragu TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju
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Lampiran C Lembar Check List

Judul

LEMBAR CHECK LIST

: Kesiapan Puskesmas Klatakan dan Patrang Menuju Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Jember

Tanggal pelaksanaan :

Instansi

A.

Fasilitas

No

Pertanyaan

Ada

Tidak Ada

Keterangan

Terdapat bagunan/ gedung
Puskesmas yang terpisah dengan
bangunan lainnya

2. Terdapat instalasi air

3. Terdapat ventilasi udara yang
cukup

4. | Terdapat penerangan yang
cukup

5. Terdapat instalasi pembuangan
limbah

6. | Terdapat mobil ambulance
untuk pelayanan kesehatan

7. Terdapat obat-obatan dan alat
medis sesuai dengan standar

8. Terdapat ruangan yang cukup
dan sesuai dengan kegunaannya
untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan

9. | Terdapat tempat parkir yang
memadai

10. | Terdapat sistem informasi dan

komunikasi yang baik
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B.

Persyaratan Substantif

166

Pertanyaan

Sesuai

Tidak Sesuai

Unit kerja memiliki tugas dan fungsi
pemerintahan yang bersifat operasional

Unit kerja menyelenggarakan pelayanan
umum yang berhubungan dengan penyediaan

barang dan/atau jasa pelayanan

Persyaratan Teknis

Pertanyaan

Sesuai

Tidak Sesuai

Unit kerja memiliki tugas dan fungsi dalam
memberikan pelayanan layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui
penerapan BLUD atas rekomendasi kepala
SKPD

Unit kerja memiliki potensi dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan kinerja keuangan apabila dikelola

melalui penerapan BLUD
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D. Persyaratan Administratif
No Dokumen Bobot Indikator Unsur yang Dinilai Bobot Karakteristik Penilaian Nilai Nilai
Persyaratan | Dokumen Per Akhir
Unsur
1. | Pernyataan 5% Adanya Pernyataan | Kesesuaian dengan 2 Format sesuai 10
kesanggupan kesanggupan untuk | format dalam
untuk meningkatkan Permendagri No 79
meningkatkan Kinerja Tahun 2018 tentang Format tidak sesuai 0
Kinerja Badan Layanan Umum
Daerah
Adanya tanda tangan 8 Ditandatangani 10
kepala unit kerja dan
diketahui oleh kepala Tidak ditandatangani 0
SKPD
2. | Pola Tata 20% Adanya kebijakan- | Adanya kelembagaan 1 Ada struktur dan lengkap | 10
Kelola kebijakan mengenai
organisasi dan tata Ada struktur, kurang 6
laksana lengkap
Tidak ada struktur 0
Adanya prosedur kerja 2 Ada prosedur yang 10
lengkap
Ada wewenang dan 6
tanggung jawab tetapi
prosedur kerja tidak
lengkap
Ada prosedur kerja, tetapi | 4
tidak ada wewenang dan
tanggungjawab
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik
Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

Tidak ada prosedur kerja

Adanya pengelompokan
fungsi

Ada pengelompokan
fungsi yang logis dan
lengkap

10

Ada pengelompokan
fungsi yang logis tetapi
penempatannya tidak
sesuai

Tidak ada
pengelompokan fungsi
yang logis

Adanya pengelolaan
sumber daya manusia
(pengadaan, persyaratan,
pengangkatan,
penempatan, batas usia,
masa kerja, hak dan
kewajiban, serta reward,
punishment, dan PHK)

Pengelolaan SDM yang
lengkap

10

Pengelolaan SDM yang
lengkap, kecuali
kebijakan PHK

Pengelolaan SDM yang
lengkap, kecuali
kebijakan PHK, reward,
dan punishment

Pengelolaan SDM yang
lengkap, kecuali
kebijakan PHK, reward,
punishment, hak, dan
kewajiban

Tidak ada sama sekali
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik
Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

Adanya pengesahan
oleh kepala daerah

Adanya peraturan kepala
daerah

Sudah atau akan
ditandatangani oleh
kepala daerah

10

Belum ditanda tangani
oleh kepala daerah

Rencana
Strategis
Bisnis

30%

Adanya pernyataan
visi dan misi

Adanya pernyataan visi
dan misi

Adanya pernyataan visi
yang menggambarkan
masa depan, realistik,
dan dapat diukur, serta
misi yang jelas
mengenai apa yang
dikerjakan, siapa yang
mengerjakan, siapa yang
dilayani, dan sesuai
dengan visi

10

Ada pernyataan visi dan
misi tetapi visinya tidak
menggambarkan masa
depan

Ada pernyataan visi dan
misi tetapi visinya tidak
realistik dan tidak

menggerakkan semangat

Ada pernyataan visi
lengkap tetapi misinya
tidak menggambarkan
mengenai apa yang akan
dikerjakan
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

Adanya pernyataan visi
yang lengkap tetapi misi
tidak menggambarkan
mengenai apa yang
dikerjakan, siapa yang
mengerjakan, sesuatu
yang harus dilaksanakan
sesuai dengan visi, dan
siapa yang dilayani sesuai
bidangnya

Tidak ada pernyataan visi
dan misi

Tergambarnya
strategi dan arah
kebijakan

a. Kesesuaian dengan
Renstra SKPD dan
RPIJMD

Renstra bisnis sesuai
dengan kebijakan strategis
Renstra SKPD dan
RPJMD

10

Renstra bisnis tidak sesuai
dengan kebijakan strategis
Renstra SKPD dan
RPJMD

b. Kesesuaian visi,
misi, program
dengan pencapaian
kinerja (kinerja
layaan, keuangan,
dan manfaat)

Visi, misi, program sesuai
dengan pencapaian
kinerja pelayanan,
keuangan, dan manfaat
bagi masyarakat

10
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

Visi, misi, program sesuai
dengan pencapaian
kinerja pelayanan dan
keuangan

Visi, misi, program sesuai
dengan pencapaian
kinerja pelayanan saja
atau keuangan saja

Visi, misi, program sesuai
dengan pencapaian
kinerja manfaat

Tidak ada kesesuai antara
Visi, misi, program
dengan pencapaian
kinerja pelayanan,
keuangan, dan manfaat
bagi masyarakat

Adanya rencana
program dan
bisnis

a. Adanya indikator
kinerja

Ada indikator kerja
lengkap dengan target
kinerja dan SPM

10

Ada indikator kerja
lengkap tetapi tidak
memiliki target kinerja
dan SPM

Ada indikator kerja
lengkap tetapi tidak
memiliki target strategis
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

Ada indikator kerja
lengkap tetapi tidak
memiliki target strategis
maupun SPM

Tidak ada indikator kerja,
target strategis, maupun
SPM

b. Adanya target
kinerja

Ada target kinerja tahun
berjalan dalam Renstra

10

Tidak ada target kinerja
tahun berjalan dalam
Renstra

Adanya rencana
kuangan dan
pengembangan
layanan

a. Adanya program
kegiatan dan
pendanaan

Adanya program kegiatan
dan pendanaan strategis
dalam melaksanakan
pengembangan layanan

10

Tidak ada program
kegiatan dan pendanaan
strategis dalam
melaksanakan
pengembangan layanan

b. Adanya
penanggungjawab
program

0.5

Ada penanggungjawab
pada setiap program
strategis

10

Tidak ada
penanggungjawab pada
setiap program strategis
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

c. Adanya prosedur
pelaksanaan program

0.5

Ada kebijakan prosedur
pelaksanaan program

10

Tidak ada kebijakan
prosedur pelaksanaan
program

Adanya
pengesahan oleh
kepala daerah

Adanya peraturan
kepala daerah

Sudah atau akan
ditandatangani oleh
kepala daerah

10

Belum ditanda tangani
oleh kepala daerah

Standar
Pelayanan
Minimal

20%

Kesesuaian SPM
dengan jenis dan
mutu pelayanan

a. Fokus

SPM fokus pada jenis dan
mutu pelayanan untuk
menunjang tugas dan
fungsi

10

SPM fokus pada mutu
pelayanan tetapi tidak
fokus pada jenis
pelayanan

SPM fokus pada jenis
pelayanan tetapi tidak
fokus pada mutu
pelayanan

SPM tidak fokus pada
jenis dan mutu pelayanan

Tidak ada SPM
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

b. Terukur

Ada nominator dan
dominator untuk
memunculkan nilai
sebagai tolak ukur
pencapaian

10

Tidak ada nominator dan
dominator untuk
memunculkan nilai
sebagai tolak ukur
pencapaian

c. Dapat dicapai

0.5

Kegiatan bersifat nyata,
realistis, dan tingkat
pencapaiannya terukur

10

Kegiatan bersifat nyata
dan tingkat
pencapaiannya dapat
diukur tetapi tidak
realistis

Kegiatan tidak dapat
diukur dan tidak realistis

d. Relevan dan dapat
diandalkan

Relevan dan dapat
diandalkan

10

Tidak relevan dan tida
dapat diandalkan

e. Kerangka waktu

0.5

Ada kerangka waktu yang
jelas dan tepat

10
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No Dokumen Bobot Indikator Unsur yang Dinilai Bobot Karakteristik Penilaian Nilai Nilai
Persyaratan | Dokumen Per Akhir
Unsur
Ada kerangka waktu 6
tetapi tidak rinci
Tidak ada kerangka waktu 0
Kelengkapan dan | Kelengkapan jenis 1 Jenis pelayanan sesuai 10
kesesuaian jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang berlaku
dan target kinerja | dengan SPM yang Jenis pelayanan tidak 0
diberlakukan sesuai dengan SPM yang
berlaku
Keterkaitan antara | Keterkaitan antara SPM 2 Ada hubungan yang jelas 10
SPM dengan dengan Renstra dan antara SPM dengan
Renstra dan anggaran tahunan Renstra Bisnis dan
anggaran Anggaran
Tidak ada hubungan yang 0
jelas antara SPM dengan
Renstra Bisnis dan
Anggaran
Adanya Adanya peraturan 3 Sudah atau akan 10
pengesahan oleh kepala daerah ditandatangani oleh
kepala daerah kepala daerah
Belum ditanda tangani 0
oleh kepala daerah
5. | Laporan 20% Laporan Realisasi | Kesesuaian LRA 2 Format dan komponen 10
Keuangan Anggaran dengan SAP LRA sesuai dengan
pedoman dalam SAP
Format dan komponen 0
LRA sesuai dengan
pedoman dalam SAP
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No

Dokumen
Persyaratan

Bobot
Dokumen

Indikator

Unsur yang Dinilai

Bobot
Per
Unsur

Karakteristik Penilaian

Nilai

Nilai
Akhir

Laporan neraca

Kesesuaian neraca
dengan SAP

Format dan komponen
neraca sesuai dengan
pedoman dalam SAP

10

Format dan komponen
neraca sesuai dengan
pedoman dalam SAP

Laporan
Operasional (LO)

Kesesuaian LO dengan
SAP

Format dan komponen LO
sesuai dengan pedoman
dalam SAP

10

Format dan komponen LO
sesuai dengan pedoman
dalam SAP

Laporan
Perubahan Ekuitas
(LPE)

Kesesuaian LPE dengan
SAP

Format dan komponen
LPE sesuai dengan
pedoman dalam SAP

10

Format dan komponen
LPE sesuai dengan
pedoman dalam SAP

Catatan Atas
Laporan
Keuangan

Kesesuaian CaLK
dengan SAP

Format dan komponen
CaLK sesuai dengan
pedoman dalam SAP

10

Format dan komponen
CaLK sesuai dengan
pedoman dalam SAP
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No Dokumen Bobot Indikator Unsur yang Dinilai Bobot Karakteristik Penilaian Nilai Nilai
Persyaratan | Dokumen Per Akhir
Unsur
6. | Laporan audit 5% Adanya hasil audit | Hasil audit terakhir oleh 10 Ada hasil audit 10
terakhir atau BPK sebelum . . .
pernyataan mengajukan untuk Tidak ada hasil audit 0
bersedia untuk menerapkan BLUD
diaudit oleh Atau
pemeriksa i i
eksternal Adanya a. Kesesuaian dengan 2 Format sesuai 10
i pernyataan format dalam i i
gggzagg&ai bersedia diaudit Permendagri No 79 Format tidak sesuai 0
dengan oleh pemeriksa Tahun 2018 tentang
ketentuan eksternal Badan Layanan
perundang- pemerintah daerah Umum Daerah
undangan sesuai dengan b. Adanya tanda tangan 8 Ditandatangani 10
ketentuan kepala unit kerja dan _ _ _
perundang- diketahui oleh kepala Tidak ditandatangani 0
undangan SKPD
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Lampiran D Surat Ijin Penelitian

a.  Surat ijin studi pendahuluan

Nomor
Sifat

Lampiran -
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS KESEHATAN

JL Srikoyo 103 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624 JSC FAI (0331) 425222
Website : dinkes jemberkab.go 1d
E-mail stkdajember@yahoo co.ud, dinkesjemberkab@gmail com

JEMBER
Kode Pos 68111 3
T e " Jember, 22 Mei 2019

2 440/21327/311/2019 Kepada ¢ R cpald Bidang SDK Dinas

Penting Yth. Sdr 1

Kesehatan Kab Jember
Pit. Kepala Puskesmas Patrang

© Pengambilan Data 3 PIt Kepala Puskesmas Klatakan

™~

JEMBER

S

Linmas Kabupaten Jember

Menindak lanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
> I Pengambilan Data, dengan

Nomor : 072/1376/415/2019, Tanggal 20 Mei 2019, Perihal ljin
ini harap saudara dapat memberikan data seperlunya kepada :

Nama : Mayanizqi nurlaili
NIM 152110101168
Alamat - J1. Kalimantan No. 37 kampus Tegal Boto Jember
Fakultas . Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
Keperluan - Melaksanakan Pengambilan Data, Terkait:

» Kebijakan BLUD Puskesmas

Waktu Pelaksanaan ;22 Mei 2019 s/d 22 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:
Pengambilan Data ini benar-benar untuk kepentingan penelitian

Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik

Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian
kegiatan

Menyerahkan Hasil Studi (Pengambilan data, Survei, Studi Pendahuluan, PKL/
Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian) dalam bentuk Softcopy ke Sub Bag
Program dan Informasi Dinas Kesehatan Kab. Jember

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan.

W

b

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pembina (IV/a)
NIP. 19680929 199203 2 014

Tembusan;
Yth. Sdr. Yang bersangkutan

di Tempat
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Surat ijin penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS KESEHATAN

JL Srikoyo /03 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624 JSC FAL (0331) 425222
Website : dinkes.jemberkab.go id
E-mail : sikdajember@yahoo.co.id, dinkesjemberkab@gmail.com
JEMBER
- = Kode Pos 68111
o " " Jember, 06 September 2019

Tflgmor 440/ /311/2019 K$?:d§dr Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan
illal ol » » Kab. Jember

ampiran : - - -
Perihal . Penelitian I"It. Kepala Puskes

di
JEMBER

. . Nomor *
Meaindak lanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jcm'b:::lar: dapat
072/1970/415/2019, Tanggal 08 agustus 2019, Perihal Penelitian, dengan ini harap sa

Nama / NIM Yennike Tri Herawati, S. KM, M Kes
1. Andrei Ramani, S KM, M Kes 5. Ni'mal B, S.KM, M.PH
2. Sulistiyani, S KM, M Kes 6. Christyana S, S.KM, Milkes
3.Prehatin Trirahayu, S.KM, M.Kes 7. Mayarizqi Nurlaili
4. Kurnia Ardianyah A, S.KM, M KK 8. Qori Alifa Novendasari

Alamat JI. Kalimantan No. 37 kampus Tegal Boto Jember

Fakultas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Jember

Keperluan . Melaksanakan Penelitian, Terkait:
Analisis Kesiapan Puskesmas di Kabupaten Jember Menuju Status Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)

Waktu Pelaksanaan : 19 Agustus 2019 s/d 19 Desember 2019

Lokasi Pelaksanaan : Puskesmas ( Kalisat, Patrang, Sukowono, Lojejer, Sumberjambe, Ajung

Klatakan, Sumberbaru, Kaliwates, Silo 2 )
memberikan data seperlunya kepada :
Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:
Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan penelitian
Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik

Gl e

kegiatan

Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian

4. Menyerahkan hasil kegiatan studi terkait dalam bentuk Softcopy / CD ke Sub Bag Program

dan Informasi Dinas Kesehatan Kab. Jember

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan.
Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPA\LA DINAS KESEHATAN
;&B“IPATEN JEMBER
Ka{Bi(f. Pencé’g‘{ni;ah & Pengendalian Penyakit
/ /\':

e

- - Pembina (IV/a)
Tembusan: NIP. 19680929 199203 2 014
Yth. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat
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Lampiran E Lembar Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan Gambar 2. Wawancara dengan
Kepala Puskesmas Klatakan bendahara BOK Puskesmas
Klatakan

Gambar 3. Wawancara dengan Gambar 4. Wawancara dengan
tenaga administrasi Puskesmas bendahara JKN Puskesmas
Klatakan Klatakan
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Gambar 5. wawancara dengan Gambar 6. wawancara dengan
Kepala Puskesmas Patrang tenaga administrasi Puskesmas
Patrang

Gambar 7. Wawancara dengan Gambar 8. Wawancara dengan
bendahara Puskesmas Patrang dokter gigi fungsional
Puskesmas Patrang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

182

Gambar 9. Wawancara dengan Gambar 10. Wawancara dengan
Kabid SDK Dinas Kesehatan bagian SDK Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember Kabupaten Jember

Gambar 11. Wawancara dengan
bagian Perencanaan dan
Informasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember
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